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BAB 1
KONSEP, PRINSIP DASAR KEUANGAN SYARIAH
DAN PERUSAHAAN SERTA LANDASAN AKAD
Oleh: Muhammad Iqbal Sanjaya, SHI.,MSI

A. Sejarah Keuangan Syariah

Saat ini, lembaga keuangan telah memainkan peran
yang vital terhadap pengembangan dan pertumbuhan
masyarakat khususnya pada industri modern. Produksi
berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan
modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan
lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan
bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya
melalui mekanisme pembiayaan dan menjadi tumpuan
investasi melalui mekanisme tabungan. Sehingga lembaga
keuangan telah memainkan peranan yang sangat vital dalam
mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan
masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili
kepentingan masyarakat secara luas. Namun sejalan dengan
perkembangan disiplin ilmu ekonomi Islam yang melahirkan
para teoritisi-teoritisi perbankan Islam yang menganut konsep
awal bahwa keuntungan yang ditambahkan atas pinjaman bagi
pemberi pinjaman adalah riba. (Saeed 2004).

Praktik keuangan syariah baik di Lembaga Bisnis
Syariah  (LBS) maupun Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
sekarang tidak terlepas dengan nilai-nilai historis yang terdapat
pada kisah sejarah Rasulullah dan para sahabat, sehingga
embrio LBS dan LKS sebenarnya secara sistem pernah
dipraktikkan oleh Rasulullah Saw., Sahabat dan kemudian
berkembang pada zaman Bani Abbasiyah hingga sekarang,
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walaupun dengan beragam modifikasi saat ini agar dapat
menyesuaikan  dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana
tercermin pada masyarakat kota Mekkah yang menitipkan
hartanya kepada Rasulullah Saw., yang kemudian Rasulullah
kembalikan harta yang dititip, ketika beliau mau berhijrah ke
kota Madinah dengan meminta sahabat Ali bin Abi Thalib r.a.,
untuk segera mengembalikan semua harta yang dititipkan ke
padanya (Rasullah) agar dikembalikan kepada pemiliknya.
(Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 2001).
Praktik yang dilakukan oleh Rasulullah inilah yang diadopsi
oleh institusi perbankan syariah untuk menerima simpanan
dana dengan konsep akad wadiah (titipan harta).

Praktik lainnya juga pernah dilakukan Zubair bin al
Awwam r.a.,yang merupakan sahabat Rasulullah Saw, dalam
catatan sejarah Zubair tidak mau dititipi benda atau harta yang
bernilai dalam bentuk apapun, karena menurut Zubair jika
hanya dititipi maka adanya amanah untuk menjaganya. Oleh
karena itulah Zubair lebih senang untuk meminjam harta
orang lain. Karena tindakan yang dilakukan oleh Zubair ini
pada akhirnya menimbulkan implikasi hukum yang berbeda
dengan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yakni
pertama, dengan menerima titipan harta atau uang sebagai
pinjaman, ia mempunyai hak untuk dapat memanfaatkanya;
kedna karena dalam bentuknya pinjaman schingga ia
mempunyai kewajiban untuk menyerehakan kembali kepada
pemilik barang. (Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian
Kontemporer 2001). Praktik Zubair bin al Awwam ini juga
terapkan dalam perbankan syariah sebagai akad penyalur dana
kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk keperluan
konsumtif maupun produktif, akad penyaluran dana di
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perbankan syariah dilabeli dengan istilah akad mudarabah,
musyarakah maupun murabahah.

Dalam riwayat lain juga ditemukan bahwa Ibnu
Abbas r.a juga pernah melakukan aktivitas transfer uang ke
kota Kufah. Abdullah bin Zubair r.a. juga melakukan aktivitas
yang sama yakni pengiriman uang dari kota Mekkah kepada
saudarnya yang bernama Mis’ab bin Zubair r.a yang tinggal di
kota Irak. (Karim 2009). Kemudian penggunaan cek pada saat
itu juga dilakukan seiring dengan kemajuan kawasan
pertukaran antara Suriah dan Yaman. Bahkan, Kemudian pada
masa pemerintahannya Khalifah Umar bin al Khattab r.a.
Adapun pada zaman Bani Abbasiyah ketiga fungsi perbankan
dilakukan oleh satu individu yang mempunyai keahlian khusus
yang disebut dengan istilah jibbiz, naqid dan sarraf. (Karim,
Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer 2001). Berbeda
dengan zaman Rasulullah dan sahabat yang setiap fungsi hanya
dilakukan oleh satu orang saja. Saat ini dengan adanya LBS
atau LKS maka semua fungsi keuangan syariah dilakukan oleh
sebuah perusahaan.

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah
baik pada sektor perbankan maupun pada sektor lainnya
seperti perasuransian, modal ventura syariah, leasing syariah
dan sebagainya tergolong cepat. Hal ini disebabkan oleh
munculnya kesadaran umat bahwa ajaran Islam mengandung
ajaran yang universal dan memiliki dua dimensi yang saling
berimbang satu sama lain yaitu dimensi duniawi dan dimensi
ukhrawi. Sebagai manifestasi dari ajaran Islam yang lahir ke
dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam (rabmatan lil
alamiin), ajaran dan petunjuk tentang ekonomi syariah akan
menumbuhkembangkan kesadaran umat bahwa sistem
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perbankan konvensional sarat dengan unsur-unsur maisi,
gharar dan riba yang seharusnya dihindari dalam setiap aktifitas
mua’malah. (Yusmad 2018).

B. Konsep dan Prinsip Keuangan Syariah

Salah satu praktik ekonomi syariah yang sangat
menonjol dewasa ini adalah kegiatan bisnis pada sektor
Perbankan. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan
yang menjembatani masyarakat antara yang mempunyai
kelebihan dana dan kekurangan dana dengan cara
menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali
kepada masyarakat yang memerlukan, serta memberikan jasa
lainnya. Dalam operasionalnya perbankan syariah harus
melaksanakan setiap aktivitasnya baik dari penghimpunan,
penyaluran serta penerapan jasa lainnya harus sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah
prinsip hukum Islam yang mengacu pada pedoman yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) berupa fatwa-fatwa sebagai pedoman
operasional. Kemudian secara umum ada beberapa prinsip-
prinsip dasar operasional keuangan syariah: Pertama: prinsip
bagi hasil yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara
pemilik dana dan pengelola dana mudarabah/musyarakah).
Kedna:  Prinsip  jual-beli dengan mark-up keuntungan
(murabahah). Ke#iga: Prinsip sewa, terdiri dari dua macam :
sewa murni (7arah) dan sewa beli (Ijarah Muntahiya Bitamlik).
(Hasan 2014).

Keuangan Syariah merupakan sebuah lembaga dengan
sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip
syariah Islam. Konsep dan prinsip keuangan syariah mencakup
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beberapa hal berikut: Pertama: Prinsip-prinsip dasar syariah:
Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
Islam yang mengacu pada al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip
ini termasuk larangan melakuakan aktivitas ribawi (bunga),
larangan tidakjelasan gharar, larangan maysit (perjudian), dan
larangan haram lainnya. Kedna: Akidah: Akidah adalah
komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan atas
keberadaan dan kekuasaan Allah. Dalam konteks praktik
keuangan syariah, akidah membimbing para pihak pada setiap
aktivitas keuangan harus dilakukan dengan niat d yang baik
dan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ke#ga: Syariah:
Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur
kehidupan seorang muslim dalam bidang ibadah (hubungan
dengan Allah) dan muamalah (hubungan dengan sesama
manusia). Dalam konteks keuangan syariah, syariah mengatur
prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam transaksi keuangan.
(OJK 2017). Keempat: Larangan riba: Riba adalah kelebihan
yang diperoleh dari transaksi pinjaman atau penjualan.
Keuangan syariah melarang praktik riba karena dianggap tidak
adil dan melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan sosial.
Dalam keuangan syariah, keuntungan harus diperoleh dari
hasil usaha dan risiko bersama, bukan dari bunga atau
kelebihan yang ditentukan di awal perjanjian. (Qadri 2018).
Kelima: Larangan gharar dan maysir: Keuangan syariah juga
melarang  praktik  gharar  (ketidakpastian) dan  maysir
(petjudian). Transaksi keuangan harus dilakukan dengan jelas
dan pasti, tanpa adanya unsur ketidakjelasan atau spekulasi
yang melahirkan kemudaratan. Prinsip dan konsep keuangan
syariah ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang
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adil, transparan, berkelanjutan, dengan berlandaskan pada
nilai-nilai Islam. (Yuyun Wahyuni 2022).

Keuangan syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai
ekonomi syariah yang sebagaimana juga dilandasi beberapa
prinsip dasar, yaitu tauhid (keesaan Tuhan), khilafah
(perwakilan), dan adalah (keadilan). Tauhid, mengandung arti
bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh
Tuhan Yang Maha Kuasa, yang bersifat Esa dan unik, dan ia
tidak terjadi secara kebetulan. Khilafah (perwakilan), yaitu
bahwa keberadaan manusia sebagai khalifah memungkinkan
untuk mengembangkan misinya secara efektif, bebas dalam
berpikir, untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk.
Adalah (keadilan), antara lain mengandung pengertian bahwa
bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan pada
ayat-ayat alqur’an dan Sunnah Rasulullah Sam., tetapi juga
memperhatikan pertimbangan hukum alam. (Imaniyati 2013).

C. Aspek Kelembagaan Perbankan Syariah

Seperti telah kita ketahui bahwa perkembangan
perbankan syariah di Indonesia dari segi yuridis dimulai
dengan diundangkannya undang-undang nomor 7 Tahun 1992
tentang perbankan yang mengatur tentang bank umum yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan konsep bagi hasil.
undang-undang tersebut sifatnya baru memperkenalkan
alternatif bank selain bank berdasarkan bunga yakni bank
berdasarkan prinsip bagi hasil. dari segi kelembagaan dimulai
dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun
1997 kemudian menyusul Bank Syariah Mandiri yang
merupakan konversi dari bank Susila Bakti. Kedua bank

tersebut merupakan cikal bakal bank yang melahirkan bank-
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bank syariah lainnya di Indonesia. Bank sebagai sebuah
lembaga keuangan merupakan badan hukum sehingga padanya
oleh hukum dianggap sebagai subjek hukum atau pendukung
hak dan kewajiban. kemudian Jika ditinjau dari aspek hukum
perusahaan, konstruksi hukum di sebuah bank baik
konvensional atau syariah dapat berupa: Perseroan Terbatas
(PT), koperasi dan perusahaan daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka berdasarkan
Pasal 7 bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan
Terbatas (PT). Sehingga badan hukum untuk Bank Umum
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perseroan
terbatas. Hal ini senada dengan regulasi yang dimuat dalam
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 Yang
telah diubah dengan PBI No.11/23/PBI/2009 tentang Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh karena itu berlakulah
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut
mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
mengenal Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah adapun kegiatan Bank Umum secara garis besar dapat
dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Konvensional murni :

Kegiatan usaha secara konvensional murni dalam
usaha mencari keuntungan berasal dari selisth bunga
simpanan dengan bunga pinjaman serta kegiatan usaha
lainnya di bidang jasa berupa fee. bank yang menjalankan
kegiatan usaha secara konvensional biasanya menjanjikan
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imbalan dengan tingkat suku bunga tetap terhadap uang
yang disetor.
. Syariah
Kegiatan usaha secara syariah yaitu dengan
menerapkan prinsip-prinsip Syariah ke dalam operasional
kegiatan usahanya. prinsip bunga yang secara jelas dan tegas
dilarang dalam Islam digantikan dengan prinsip titipan (al-
wadiah), jual-beli (a/-bay’), sewa-menyewa (ijarah), bagi hasil
(giradh) dan jasa lainnya.
. Lslamic Windows
Islamic Windows atau lebih dikenal dengan Unit Ssaha
Syariah (UUS) merupakan salah satu kegiatan usaha Bank
Umum yang selain menjalankan usaha secara konvensional
juga membuka layanan Unit Usaha Syariah (UUS). (Umam
20106).

Secara organisatoris pembeda utama antara bank
syariah dan bank konvensional terletak pada lembaga
pengawas bank, baik yang bersifat internal bank maupun
pengawasan yang bersifat eksternal. Dari segi internal pada
bank syariah ada dua lembaga pengawasan, yaitu komisaris
dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan dari segi
cksternal suatu bank Syariah juga akan diawasi oleh dua
institusi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan
Syariah Nasional (DSN). Pada bank konvensional lembaga
pengawas yang ada hanyalah komisaris dari segi internal dan
Otoritas Jasa Keuangan dari segi eksternal. Kedua lembaga
pengawas ini mengawasi praktik perbankan dari segi ketaatan
bank terhadap perundang-undangan di bidang perbankan.
sedangkan dalam bank syariah pengawasan yang dilakukan
oleh dewan syariah dan dewan pengawas Syariah adalah pada
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ketaatan bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip kalian
pada setiap produk produknya.

Eksistensi DSN  juga diakui berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT). Pasal 109 UUPT menegaskan bahwa perseruan
yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
selain  mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai
Dewan Pengawas Syariah (DPT). DPS sebagaimana
dimaksud terdiri dari seorang ahli Syariah atau lebih yang
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau
rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. DPS bertugas
memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengusik
kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
(Umam 20106).

D.Landasan Akad Keuangan Syariah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (13)
menjelaskan akad adalah kesepekatan tertulis antara bank
syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan
kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip
syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah asas-asas dalam
hukum Islam yang digali oleh Dewan Syariah Nasioanal MUI
untuk dijadikan fatwa sebagai pedoman operasional LKS atau
LBS.

Hubungan antara subjek hukum dalam Islam salah
satunya tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan
membuat suatu perjanjian atau akad. Istilah perjanjian dalam
bahasa Arab diungkapkan dengan kata mu'abadah ittifa’ atau
akad, di Indonesia dikenal dengan sebutan kontrak. (Lubis
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2004). Menurut Syamsul Anwar istilah akad berasal dari kata
al-‘agd, yang  berarti mengikat, menyambung atau
menghubungkan (ar-rabi), akad dapat tercipta jika ada
pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak
para pihak yang kemudian melahirkan suatu akibat hukum
pada obyeknya. (Anwar 2010). Adapun menurut pandangan
Ahmad Azhar Basyir “akad merupakan pertemuan para pihak
yang tercermin dalam ijab dan kabul dengan cara yang tidak
bertentangan  dengan syara’  schingga  melahirkan
konsekuensi hukum pada obyek akadl. (Basyir 2000). Dapat
dipahami bahwa, secara substantif akad adalah pertemuan ijab
dan kabul yang mencerminkan kerelaan antara kedua belah
pihak untuk dapat melakukan atau menyerahkan sesuatu.
Apabila suatu akad tercipta secara sah menurut ketentuan
hukum syariah, maka timbulah akibat hukum baik dalam
kaitannya dengan obyek akad maupun dengan subyek akad.
Akibat hukum yang timbul dari akad tersebut dalam hukum
Islam dinamakan hukum akad.
Ada empat unsur yang dapat membentuk akad
menurut para pakar hukum Islam kontemporer yakni:
a. Para pihak yang membuat akad (a/-‘agidan)
b. Pernyataan kehendak dari para pihak (shigatul ‘agd)
c. Obyek akad (maballul ‘aqd)
d. Tujuan akad (waudin’'al ‘agd). (Anwar 2010).
Menurut Qamarul Huda dalam figth muamalah

menjelaskan bahwa: (Huda 2011).
a. ‘Agid, yaitu orang/para pihak yang berakad (bersepakat).
b. Shigat al-'Aqd yang terdiri dari ijab dan kabul. Pengertian

fjab adalah penawaran yang disampaikan dari salah seorang

yang berakad sebagai ungkapan kehendaknya. Sedangkan
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kabul adalah jawaban terhadap ungkapan ijab, kabul
diucapkan setelah ijab disampaikan.

c. Ma'qud ‘Alaibh ialah benda-benda yang diakadkan, seperti
benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad
hibah, dalam akad gadai dan bentuk akad-akad lainnya.

d. Maudhn’ al-‘Agd  adalah tujuan dibuatnya akad. Dalam
tujuan akad para pihak harus jelas atau dipahami oleh
masing-masing pihak yang sedang membuat akad, seperti
tujuan akad jual beli, tujuannya adalah untuk memindahkan
barang dari pihak penjual ke pihak pembeli dengan suatu
imbalan. Kemudian pada akad hibah, tujuan dibuatnya
adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada
pihak yang diberi tanpa ada imbalan apapun.

Produk-Produk yang terdapat dalam keuangan syariah

dapat diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori
petjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah,
setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip Islam
seperti adanya praktik titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi
hasil, dan akad yang sifatnya sosial (Zabarrz). (Umam 20106).
Keempat konsep tersebut merupakan akad yang jika
diaplikasikan  harus  diperhatikan rukun dan  syarat
keabsahannya yang kemudian menghasilkan transaksi-transaksi
yang bebas dari smaisir, gharar dan riba. Secara garis besar
kegiatan operasional pada LBS atau LKS dapat penulis
sederhanakan:

1. Penghimpunan Dana (funding)

Penghimpunan dana dapat dilakukan oleh perbankan
melalui proses tabungan giro atau deposito. Pada perbankan
syariah tabungan giro menggunakan akad wadi’ah dan
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deposito dapat menggunakan akad mudarabah, karena
tabungan deposito bertujuan untuk kepentingan investasi.
2. Penyaluran Dana Pembiayaan (lending/ financig)

Penyaluran dana kepada masyarakat dapat dilakukan
oleh  perbankan syariah dengan sistem  pembiayaan
menggunakan akad murabahah, mudarabah dan musyarakah,
tergantung tujuan dari penggunaan dana oleh nasabah. Bank
bertindak sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan
dalam bentuk margin keuntungan pada pembiayaan dengan
akad murabahah, dan profit and loss sabring untuk mudarabah
dan musyarakah.

3. Jasa (sevice)
Adapun ada beberapa konsep akad pada bidang jasa
yakni berupa akad-akad seperti: hawalah, wakalah dan kafalah.

Berdasarkan penjelasan  diatas maka  dapat
dikategorikan produk-produk yang ada pada  perbankan
syariah meliputi:

1. Produk dengan konsep jual-beli (sale and purchase)
a. Murabahah
Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati. Dalam akad jual beli
murabahah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia
beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin)
sebagai tambahannya yang harus diinformasikan kepada
pembeli.
b. Istisna’
Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan
barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang
disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
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. Salam

Pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari,
sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. (Antonio 2001).
. Produk dengan konsep bagi hasil dan rugi (profit and loss
sharing)

. Mudarabah

Akad mudarabah merupakan akad kerjasama usaha
dengan karakterisk salah satu pihak meyerahkan modal
sepenuhnya (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) yang
akan menggunakan uang tersebut untuk usaha. Pembagian
keuntungan dan kerugian disepakati awal. Perbedaan
dengan akad musyarakah adalah, jika musyarakah masing-
masing orang menyertakan modal/tenaga, sedangkan pada
akad mudarabah perpaduan modal dan tenaga pada masing-
masing pihak.

. Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak harus
membetikan kontribusi modal (uang/tenaga) dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi
sesuai kesepakatan awal.

. Adapun jika produk berdasarkan pada akad sewa-menyewa
(operational lease and fiansial lease)
. Ljarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas
barang atau jasa, melalui pembayarah upah sewa, tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership)

. Ljarah wa lgitna/ ljarah Muntabiya bi Tamiik (IMBT)

IMBT merupakan perpaduan akad jual beli dan sewa,

dalam aplikasinya di awali dengan akad sewa terlebih
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dahulu kemudian di akhir masa sewa para pihak melakukan
akad jual beli agar dapat berpindah kepemilikan.

4. Dan produk yang didasarkan hanya pada akad-akad
pelengkap saja, untuk memudahkan akad uatama, maka
dapat dilakukan akad-akad berupa: (fee based service)

a. Qard

Qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan

dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok
pinjaman.

b. Hiwalah

Hiwalah merupakan akad pengalihan utang dari orang

yang berutang kepada orang lain yang  wajib
menanggungnya.

c. Wakalah

Wakalah merupakan perjanjian pemberi kuasa dari satu

pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan urusan, baik
kuaa secara umum maupun kuasa secara khusus.

d. Kafalah

Kafalah merupakan akad jaminan yang diberikan oleh

penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi
kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga
berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin
dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai
penjamin. (Umam 2016).

Menurut Hasanudin Rahman, secara garis besar
produk pembiayaan syariah dapat dikelompokkan dalam tiga
ketegori, yang ditinjau berdasarkan tujuan penggunaannya:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memilih
barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli
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2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan
jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa-menyewa

3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang
ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa,
dengan prinsip bagi hasil.

Jika  dicermati  bahwa  produk-produk  yang
dikemukakan oleh Hasanudin hanya merupakan produk dari
sudut /lending. (Naja 2005). Untuk memaknai berbagai konsep
akad dalam hukum Islam terkait aktivitas ekonomi dan bisnis,
beberapa nilai dasar harus menjadi landasan pijakan, yaitu:

1. Prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil
sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al-Baqarah: 188.

Jisal Ga G 13RI JRLD ) Gy 1585 JLally o 2805 13RE

Artinya: Dan _janganiah kamu makan harta di antara kamn dengan

Jalan_yang batil, dan (janganlah) kamu menynap dengan harta

itn kepada para hakim, dengan maksud agar kamn dapat

memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,
padahal kamu mengetabus.

2. Prinsip saling rela yaitu menghindari pemaksaan yang
menghilangkan hak pilih seseorang dalam melakukan
aktifitas bisnis. Prinsip saling rela dalam akad muamalah
dijelaskan dalam Q.S an-Nisa: 29.

o=l Ge 553 O G ) gl s &0 5 1RG5l @

s & O d ) el ) 3 5% i

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamn
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membunub  dirimn.  Sunggub, Allah  Maba  Penyayang
kepadan.

3. Prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling
merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Prinsip tidak
berbuat aniaya dinyatakan secara tegas dalam Q.S al-
Baqarah: 279. , )

VRIS ety B L 05 AL05 A (n day 15008 15k (8

O3l Y5 (5l

Artinya:  Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umnmkanlab

perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kanm

bertobat, maka kamn berbak atas pokok hartammu. Kanu

tidak  berbuat zalim  (merugikan) dan tidak dizalimi
(dirugikan).

4. Prinsip tidak mengandung riba. (Ridwan 2015, 271). Dalam
al-Qur’an larangan berbuat riba dinyatakan dalam Q.S al-
Rum: 39.

5,85 G A0 gl e 1380 S8 G J15al o8 1500 U5 (e 288 Ly

Gl b S 40245 035
Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta
manusia  bertambah, maka tidak  bertambah  dalam
pandangan Allah. Dan apa yang kamn berikan berupa
gakat yang kamn maksudkan untuk memperoleh keridaan
Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan
(pahalanya).

Dan firman Allah dalam Q.S Ali Imran: 130:
G5l 2k 158 PRl sl 15 1 RE 1 Gall gll
Artinya: Wabai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan
riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah
agar kann beruntung.
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Flrman Allah dalam Q.S al- Baqarah 275-279 .
JJM\UAUM\MLS.\M e}musy\ O3asu Y 535 u}SSLau.a.\X\
&;)Awuwﬁ\yﬂeﬁjeﬂm\dﬂ}@)\d:.,’@mm 151 24
?‘5 ’Ld\c._\m\d;\]}uicw} @\Gllaf\}uhué\.b Lﬂ‘)—;)ue
O o J8 08 ond ¥ a5 dilall (35 1)) 40 5 (sila Lk
0 e 2531 1543 \j;\};,‘su\ )54l 5 ol 1 shee 5155 G
wuml.n\}_)qjam\ \Js.u\ \Jud u-’ﬂ‘Le-'\-'uy)A-'eA YJ(.QJGL_U;YJ
2806 o35 ) 5 ‘d}“JJ A a5y e 1 3k RIS R

3l Y 5 & 3allsh &N el st

Artinya:  Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata
babwa jual beli sama dengan riba. Padabal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa
mendapat peringatan dari Tubannya, lalu dia berhents, maka
apa yang telah diperolebnya dabuln menjadi miliknya dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengnlangi,
maka mereka itu  penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya. Allah  memusnabkan riba dan menynburkan
sedekah. Allab tidak menynkai setiap orang yang tetap dalanm
kekafiran dan bergelimang dosa. Sunggub, orang-orang yang
beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan
menunaikan akat, mereka mendapat pahala di - sisi
Tubannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka
tidak  bersedih  hati. Wabhai orang-orang yang beriman!
Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang
belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kanm tidak
melaksanakannya, maka umumkaniah perang dari Allah
dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kanm
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berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim

(merugikan) dan tidak dizalimi (dirngikan).

Firman Allah dalam Q.S al-Nisa: 161.
st Gyl GNE T3 Ol (WO O15al 2615 2 1365 3851 5050 283405
Wl Gle
Artinya:  dan karena mereka menjalankan riba, padahal sunggnb
mereka  telah  dilarang darinya, dan karena mereka
memakan harta orang dengan cara tidak sab (batil). Dan
Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka
azab yang pedih.

Menurut Fathurrahman Djamil, ada beberapa asas yang
melandasi suatu akad dalam transaksi yang harus diperhatikan
oleh para pihak, agar status hukum dalam akad terebut tidak
bertentangan dengan hukum Islam: (Djamil 2001).

1. al-hurriyah  (kebebasan). Menurut asas ini, para pihak
mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (freedon: of
matking contract). Tidak adanya batasan dalam menentukan
persyaratan dalam akad berdasarkan kesepakatan bersama,
sejalan dengan konsep a/ hurriyat. Sehingga berdasarkan asas
ini maka segala macam tindakan seperti adanya paksaan,
ancaman, dan penipuan dari pihak manapun, dapat
mempengaruhi keabsahan akad, di mana dapat dianggap
tidak sah atau batal. Landasan asas ini berdasarkan
beberapa firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 256, al-
Maidah ayat 1 dan Q.S al-Rum ayat 30.

2. al-musawah  (persamaan atau kesetaraan). Asas ini
memberikan pedoman bagi para pihak bahwa ketiaka
sedang melakukan suatu perjanjian atau kontrak maka para
pihak mempunyai kedudukan yang sama dan setara.
Landasan asas ini berpegang pada Q.S al-Hujarat ayat 13.
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3. al'dalah (keadilan). Berdasarkan asas ini maka para pihak
dituntut untuk berkata jujur dan transparan terhadap isi dari
perjanjian, artinya tidak ada informasi yang disembunyikan.
Dan para pihak jangan saling merugikan atau menzalimi.
Dalil asas ini adalah perintah umum untuk menegakkan
keadilan dalam segala bidang dalam Q.S al-Maidah ayat 8
dan Q.S al-Bagarah ayat 177.

4. al- Ridba (kerelaan kedua belah pihak). Asas ini
menckankan bagi para pithak dalam setiap transaksi yang
dilakukan harus dilandasi dengan rasa dan sikap saling rela
atau dalam kata lain tidak ada paksaan atau ancaman dalam
melakukan transaksi sehingga melahirkan kesepakatan
bersama. Dasar hukum ini berdasarkan firman Allah dalam
Q.S an-Nisa ayat 29.

5. al-shidg (kejujuran dan kebenaran). Kejujuran memainkan
peran yag sangat penting dalam setiap kehidupan, tidak
terkecuali dalam transaksi. Sebab, jika asas ini tidak
diterapkan dalam kehidupan, maka akan menimbulkan
dampak terhadap legalitas akad. Landasan asas ini adalah
firman Allah Q.S al-Ahzab ayat 70.

0. al-kitabah (tertulis). Asas ini juga tidak kalah penting,
bahwa dianjurkan bagi para pihak agar senantiasa menulis
atau mencatat dan lebih baik lagi disertai dengan saksi.
Sehingga jika terjadi sengketa dikemudian hari, maka akan
mudah untuk membuktikanya. Dalil asas ini adalah Q.S al-
Baqarah ayat 282-283).

E. Penutup
Konsep dan prinsip keuangan syariah pada dasarnya
adalah cerminan dari nilai-nilai ekonomi Islam. Menurut
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Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, maka berdasarkan Pasal 7 bentuk badan hukum bank
syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Secara eksplisit
perbedaan dalam organisasi antara bank konvenional dan
syariah adalah adanya pengwasan ganda bagi perbankan
syariah, baik secara internal maupun ecksternal. Dari sisi
internal perbankan atau lembaga keuangan Syariah diawasi
oleh komisaris dan juga Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Sedangkan dari segi eksternal Perbankan Syariah juga diawasi
oleh dua institusi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan pengawasan pada
perbankan konvensional hanya diawasi oleh komisaris pada
internalnya sedangkan ekternalnya hanya diawasi oleh OJK.

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam hukum Islam
terdapat beberapa asas yang melandasi suatu akad. Di mana
ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan melahirkan
konsekuensi status hukum pada akad. Sehingga sangat penting
sekali untuk memperhatikan asas-asas dalam hukum Islam agar
sebuah akad dapat melahirkan kemaslahatan bagi para pihak.
Adapun asas-asas tersebut adalah al-burriyah (kebebasan), a/-
musawah (persamaan atau kesetaraan), al-'dalah (keadilan), a/-
Ridha (kerelaan kedua belah pihak), alshidg (kejujuran dan
kebenaran), dan yang terkahir adalah al-kifabah (tertulis).
Namun perlu diingat bahwa jaminan kesyariahan terhadap
praktik pada LKS/LBS tidak hanya karena semata-mata
adanya akad atau karena adanya Dewan Pengawas Syariah, hal
yang paling terpenting adalah proses yang dijalankan tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan hal-hal yang
dilarang oleh Islam.



21

Referensi

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori Ke Praktik
. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori
Akad dalam Fikih Muamalah. Jakarta: Rajawali Press,
2010.

Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Munamalah (Perdata
Islam). Y ogyakarta: UII Press, 2000.

Djamil, Fathurrahman. Hukum Perjanjian Syariah. Bandung:
Citra Aditya Bakt, 2001.

Hasan, Nurul Ichasan. Perbankan Syariah Sebuah Pengantar.
Jakarta: Gp Press Group, 2014.

Huda, Qamarul. Figih Muamalah. Y ogayakarta: Teras, 2011.

Imaniyati. Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekononi.
Bandung: Mandar Maju, 2013.

Karim, Adi Warman. Bank Islam Analisis Figih dan Kenangan .
Jakarta: Rajawali Press, 2009.

—. Ekonomi Islam Snatn Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema
Insani Press, 2001.

Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suharwadi. Hukum Perjanjian
dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Naja, HR Daeng. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2005.

“OJK.”  2017. https://ojk.go.id/id/kanal/syatiah/tentang-
syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syatiah.aspx.

Qadri, Abdul. 2018.
https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018,/07/02/prinsip-
sistem-keuangan-syariah/.

Ridwan. “Konstruksi Filosofis akad-akad ekonomi Syariah.”
Wacana Hukum Isian dan Kemanusiaan, 2015: 267.



22

Saeced, Abdullah. Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi
Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. Jakarta: Paramadina,
2004.

Umam, Khotibul. Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika
Perkembangannya di - Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers,
2016.

Yusmad, Muammar Arafat. Aspek Hukum Perbankan Syariah.
Yohgyakarta: Deepulish, 2018.

Yuyun Wahyuni, dkk. Kexangan Syariah,Konsep dan Implmentasi.
Purbalingga: Media Aksara, 2022.



23

BAB 2
PERAN MANAJER KEUANGAN DAN AKTUALISASI
SYARIAH
Oleh: Ika Rinawati

Islam mengistilahkan pemimpin terdiri dari kata zzam
dan kbalifah. Kata imam diambil dari kata amma yaummn yang
berarti menuju, menumpu dan meneladani. Sedangkan kata
khalifah berasal dari kata ghalafa yang berarti dibelakang atau
pengganti. Kata imam memiliki kesamaan dengan kata
khalifah, akan tetapi kata imam diambil dari kata yang
mengandung arti depan sehingga digunakan untuk keteladanan
dan kata khalifah diambil dari kata belakang. Ciri-ciri yang
dapat menggambarkan kepemimpinan Islam adalah sebagai
berikut : Pertama, Setia : pemimpin dan orang yang dipimpin
memiliki kesetiaan pada Allah. Kedua, Terikat pada tujuan :
seorang pemimpin harus mampu melihat tujuan yang sangat
luas, tidak hanya menyangkut tujuan perusahaan atau
kelompoknya saja melainkan tujuan sesuai syariah secara
umum. Ketiga, menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam :
menjunjung tinggi syariat disini memiliki makna bahwa
seorang pemimpin hendaknya mengaplikasikan konsep Islam
dalam kehidupan sehari-hari sehingga para bawahan akan
meneladani pemimpinnya yang memiliki karakter dan akhlak
yang terpuji sesuai ajaran syariah.(Veithzal Rivai & Arviyan
Arifin, 2009)

Bukti tentang ajaran mengenai seorang pemimpin
tertulis dalam surat As Sajdah 32 Ayat 24

TR
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Artinya : Dan Kami jadikan di antara mereka itu peminmpin-peminpin
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar.
Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.

Dalam ayat diatas dapat diketahui bahwa seorang
pemimpin adalah bertugas memberikan petunjuk sesuai ajaran-
ajaran Islam, disamping menunjukkan kecerdasannya seorang
pemimpin juga harus memiliki akhlak atau sikap yang sesuai
dengan nilai syariah.

Kemudian pernyataan tentang pemimpin juga dijelaskan
kembali pada QS. Surat Al Anbiya 21 ayat 73

)5 8 5lall 85 ol a2l Wagls Uy 05k A8 ailleas

Gae W T8 5 2850
Artinya : Kami telah menjadikan mereka itn sebagai pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami
wahyukan  kepada, mereka  mengerjakan  kebajikan, mendirikan
sembahyang, menunaikan akat, dan hanya kepada Kamilah mereka
selalu menyembab,

Pada ayat diatas menjelaskan mengenai sifat-sifat atau
karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin terdiri dari
¢ (Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, 2009)

- Memiliki sikap sabar dan tabah dalam menyikapi
permasalahan apapun

- Mengajak dan mengantarkan bawahannya kepada tujuan
yang sesuai dengan nilai syariah

- Membiasakan diri dalam kebajikan

- Tekun dan rajin beribadah
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- Memiliki sikap positif selalu teguh pendirian dan
berkeyakinan tinggi.

Pada perusahaan-perusahaan yang telah berkembang
biasanya menunjuk seorang manajer untuk memimpin,
manajer ini nantinya akan memiliki kekuasaan legitimasi
sehingga memungkinkan memberikan reward atau punishmen
kepada para bawahannya. Hal ini menyebabkan manajer
memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang lain karena
ada otoritas formal yang inheren di dalam posisinya.
Sedangkan pemimpin juga mampu mengendalikan orang lain
diluar otoritas formal yang dimilikinya. Sehingga semua
manajer adalah pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin
memiliki kekuasaan dan kewenangan fungsi manajerial.
(Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, 2009)

Seiring perkembangan zaman, manajer keuangan
semakin memiliki posisi yang menjanjikan pada struktur
organisasi perusahaan, yaitu sebagai wakil presiden bidang
keuangan. Tentunya hal ini disebabkan karena meningkatnya
kesadaran para pengelola perusahaan terhadap pentingnya
perencanaan dan analisis serta pengendalian operasi keuangan
yang menjadi wilayah tanggung jawab seorang manajer
keuangan. Tanggung jawab lain manajer keuangan adalah
melakukan pelaporan internal dan eksternal, pelaporan internal
disusun dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen
operasional yang berisi tentang hasil yang telah dicapai selama
satu periode kemudian dibandingkan dengan anggaran
operasional yang telah direncanakan. Sedangkan pelaporan
eksternal adalah bertujuan untuk melaporkan tentang
kecukupan dan konsistensi kebijakan akuntansi dalam rangka
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memenuhi ketentuan dari pasar modal sebagai pihak yang
memiliki kewenangan dalam mengatur perusahaan-perusahaan
yang sudah go publik. (Martono & Agus Harjito, 2003)

Secara umum tugas manager keuangan adalah sebagai berikut:

Gambar : Kegiatan Manajer keuangan dalam mengelola
aliran kas antara pasar modal dengan operasi perusahaan

Pasar

Operasi Modal
Perusahaan
(sekelompok

MR (Pemodal
; + Keuangan yan.?.k.
aktiva riil) memiliki
aktiva
finansial)

Sumber : (Martono & Agus Harjito, 2003)

Keterangan :

1. Manager keuangan memperoleh pemasukan dana atau kas
berasal dari kredit yang diperoleh dari lembaga keuangan
(Perbankan) dan berasal dari pasar modal yaitu saham,
obligasi dan surat-surat berharga lainnya.

2. Dana atau kas yang diperoleh kemudian disimpan atau
diinvestasikan ke beberapa aktiva berupa real assets (tanah
atau mesin) digunakan untuk mendanai kebutuhan
operasional perusahaan.

3. Dari dana yang telah diinvestasikan (berupa real assets)
tersebut akan membawa keuntungan laba berupa (cash in
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flow) bagi perusahaan, tentunya hal ini bisa terjadi jika
operasional perusahaan berjalan dengan lancar.

4. Dari keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan
tersebut, sisanya bisa dikembalikan kepada pemilik modal
atau bisa dinvestasikan kembali untuk menambah modal
yang dimiliki.

Manager keuangan memiliki peran penting dalam
mencapai laba perusahaan serta memaksimumkan nilai
perusahaan, peran penting tersebut diantaranya adalah :
(Zulhawati & Ifah Rofiqoh, 2014)

1. Perencanaan dan analisis keuangan , melakukan desain
tentang kebutuhan dana perusahaan kemudian menentukan
tingkat pertumbuhannya.

Menurut Humayon Dar (2004) Praktik manajemen
Islam diantaranya adalah manajer berfungsi untuk melakukan
identifikasi dan mendefinisikan fungsi objektif perusahaan
guna menentukan strategi operasional yang konsisten.
Karakter ajaran Islam dalam perusahaan harus tetap dominan,
karena hal ini digunkaan untuk memastikan terpenuhinya
aturan-aturan syariah. (A. Riawan Amin & Tim PEBS FEUI,
2010) Dalam melakukan perencanaan dan analisis keuangan
maka yang dilakukan manajer adalah Pertama, merencanakan
kebutuhan anggaran perusahaan. Kedua, melakukan kontrol
terhadap berjalannya penggunaan anggaran agar berjalan
efektif dan efisien untuk operasional perusahaan. Ketjga,
mengelola fungsi akuntansi agar tercipta pelaporan yang akurat
sesuai dengan fakta kegiatan keuangan perusahaan. Hasil
penelitian  menunjukkan bahwa peningkatan kejujuran-
kerendahan hati manajer keuangan menurunkan dampak
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interaksi tekanan sosial dan selera risiko terhadap pelaporan
keuangan yang agresif. Selain itu, hasil analisis lebih lanjut
menunjukkan bahwa penurunan kejujuran-kerendahan hati
manajer keuangan meningkatkan dampak risk appetite
terthadap pelaporan keuangan yang agresif. Selain itu, hasil
penelitian menunjukkan bahwa mengurangi kejujuran-
kerendahan hati manajer keuangan meningkatkan dampak
tekanan sosial terhadap pelaporan keuangan yang agresif. (Taki
& Soroushyar, 2023)

Melakukan  kontroling  terhadap  perencanaan,
penggunaan dan pelaporan keuangan perusahaan termasuk
memastikan dalam hal pembayaran pajak negara. Kegiatan
perencanaan dan analisis keuangan tentunya dilakukan
bersama-sama atau bermusyawarah antara manajer keuangan
dan para Dbagian-bagian dibawahnya, seorang manajer
senantiasa mampu menjalin  hubungan baik, melakukan
interaksi serta komunikasi yang baik karena ini merupakan
syarat mutlak dalam mencapai satu pemahaman bersama
dalam menjalankan perusahaan serta mampu mengajak para
bawahan untuk melakukan pekerjaan dengan jujur, amanah,
ikhlas dan profesional. (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 20006)
adapun ayat yang menjelaskan tentang musyawarah adalah QS
Assyuura : 42 ayat 38

RB5) s 350 (o ahlaly Ssliall Toalils agiyl 1Al Gl

Q588

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematubi) sernan
Tubannya  dan  mendirikan  shalat,  sedang wurusan  mereka
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka
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menafkabkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada

mereka.

A Ga Tpfaidy QI Le b ek 51500 e AT Ga 3al) Lad
O & e JRF cade 16 5T L8 zh gl 2l HsALT agde a2l
Sl ATl il

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamn berlakn
lemab lembut terhadap mereka. Sekiranya kamn bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjaubkan diri dari sekelilingmn.
Karena itn maaflanlab mereka, mobonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamn  telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah
kepada Allab. Sesunggubnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya.

Sesuai ayat di atas, maka manajer keuangan harus
memegang prinsip kepemimpinan sesuai ajaran Islam, prinsip
tersebut diantaranya adalah :

a. Musyawarah, manajer harus mengutamakan musyawarah
dengan manusia yang memiliki pengetahuan luas dan atau
manusia yang memiliki pandangan positif. Setiap dituntut
untuk melakukan pengambilan keputusan maka manajer
akan selalu mengajak musyawarah untuk mengambil
keputusan serta menentukan sikap dalam menghadapi
permasalahan yang sangat rumit. Melalui musyawarah maka
sikap egois seorang manajer akan semakin terkikis serta
manajer akan mampu mengambil keputusan yang bagus
serta membawa manfaat untuk perusahaan dan bawahan.
Tetapi yang perlu diketahui bersama bahwa tidak semua
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pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer harus
melalui musyawarah karena ada beberapa hal yang bersifat
rutin yang dapat dengan segera diputuskan secara mandiri
oleh manajer.

b. Adil

c. Kebebasan berpikir

2. Pengambilan keputusan investasi, menentukan keputusan
mengenai pengalokasian dana kepada aktiva yang dapat
menguntungkan perusahaan.

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal atau
dana terhadap suatu aktiva dengan tujuan mendapatkan
keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi menurut
jangka waktu maka dapat dibedakan menjadi investasi jangka
pendek, investasi jangka menengah dan investasi jangka
panjang. Sedangkan investasi menurut jenis aktivanya dapat
dibedakan menjadi investasi pada aktiva riil (investasi pada
tanah, gedung, mesin, alat dll) dan aktiva non riil (investasi
pada surat-surat berharga). Pengambilan keputusan investasi
merupakan langkah penting yang harus diambil oleh manajer
keuangan karena menyangkut mengenai dana yang digunakan
untuk investasi, jenis investasi yang akan dilakukan,
keuntungan investasi serta durasi waktu pengembalian
investasi.

Hal lain yang bisa dilakukan oleh manajer keuangan
adalah : Pertama, melakukan kerja sama dengan manager
manager bagian lainnya yang memiliki tugas yang sama dalam
mengembangkan perencanaan umum perusahaan. Kedua,
memiliki fokus yang tinggi untuk mengambil kebijakan atau
keputusan yang tepat terkait hal-hal yang berhubungan dengan
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keuangan misalnya : pengumpulan dana, pengalokasian
anggaran serta keputusan investasi untuk memperoleh laba
yang tinggi bagi perusahaan. Kefjga, Membangun akses kerja
sama antara perusahaan dengan pasar modal agar perusahaan
mampu menjadi emiten sehingga dapat meningkatkan modal
usaha perusahaan yang berasal dari terjualnya surat-surat
berharga. (Martono & Agus Hatjito, 2003)

Pengambilan keputusan investasi bagi perusahaan
merupakan kegiatan dibawah tanggung jawab manajer
keuangan dan berhubungan dengan pihak ekternal (baik
stakeholder atau pesaing). Sebelum mengambil keputusan
investasi, seorang manajer keuangan harus melakukan analisis
dan pertimbangan yang matang mengenai kondisi eksternal
yang terjadi. Pentingnya meningkatkan kemampuan dalam
mengenglola kekuatan yang dimiliki oleh internal agar mampu
menangkap peluang guna mencapai tujuan yang diinginkan
bersama. Dalam hal ini manajer hendaknya memiliki sikap suri
teladan (Qudwah Hasanah) yaitu sikap yang baik dan bisa di
contoh oleh para bawahannya mengenai sikap manajer dalam
melakukan pengumpulan data pihak eksternal, dalam
melakukan analisis swot serta dalam mengambil keputusan
investasi yang diserta dengan sikap baik dan mulia sesuai
tuntunan syariah. (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2006)

Sesuai ajaran Rosulullah saw, pengambilan keputusan
dapat dilasanakan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan
media sholat istikharah dan musyawarah. Sholat istikharah
sendiri telah dicontohkan oleh rosulullah dan dilakukan ketika
seseorang mengalami kesulitan dalam menentukan sebuah
pilihan atau keputusan terhadap segala permasalahan dalam
perusahaan. Manajer keuangan ketika melakukan pengambilan
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keputusan dalam bidang investasi akan lebih baik juga
melakukan media sholat istikharah tentunya hal ini dilakukan
setelah manajer melakukan berbagai strategi lainnya yang
berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Sholat
istikharah seperti kegiatan melakukan komunikasi kepada
Allah SWT, kita sebagai manusia yang memiliki banyak
keterbatasan berusaha untuk mengkomunikasikan segala
permasalahan yang kita miliki hanya kepada Allah swt, Allah
SWT sebagai dzat yang maha perkasa dan sekaligus sebagai
tempat untuk mengadu dan meminta pertolongan agar kita
diberikan kejernihan berfikir dan petunjuk dalam mengambil
sebuah keputusan khususnya adalah keputusan investasi.
Selanjutnya adalah dengan menggunakan media
musyawarah, manajer keuangan bersama-sama dengan para
bawahan serta dengan pihak eksternal melakukan musyawarah
untuk menentukan keputusan dalam menentukan sebuah
pilihan. Nabi Muhammad SAW juga telah mencontohkan
mengenai kegiatan musyawarah, dahulu rosulullah setiap akan
melaksanakan perang atau pengembangan pengelolaan
pemerintah selalu melakukan kegiatan musyawarah, dengan
musyawarah maka nabi Muhammad SAW dapat dengan
mudah mengetahui pendapat para sahabat sehingga keputusan
untuk menentukan solusi permasalahan segera terwujud. Oleh
karena itu dalam mengelola pemerintahannya rosulullah selalu
berpegang teguh pada konsep syura karena dapat meminta
pendapat para sahabat yang memiliki kemampuan atau
keahlian serta pengalaman pada persoalan yang sedang terjadi
baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan dakwah.
Bahkan rosulullah tidak segan-segan untuk menggunakan
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pendapat para sahabat dalam penentuan pengambilan
keputusan. (Lukman Hakim, 2012)

d. Pengambilan keputusan pendanaan dan struktur modal ,
memperoleh sumber pendanaan dengan syarat yang tidak
memberatkan bagi perusahaan karena harus melakukan
komposisi atau susunan hutang

Sesuai dengan fungsinya sebagai pengambil keputusan
dalam bidang pendanaan maka manajer keuangan akan
menetapkan beberapa alternatif dalam mencari sumber dana
yang akan digunakan untuk mendanai asset yang akan
diinvestasikan. Alternatif dalam mencari sumber dana tersebut
diantaranya terdiri dari dua hal yaitu : sumber dana dengan
modal asing (hutang) dan sumber dana dengan modal sendiri
(saham). Sumber dana dengan modal asing adalah perusahaan
melakukan permohonan utang baik kepada sesama perusahaan
yang memiliki hubungan kerja sama atau dengan lembaga
keuangan baik bank atau non bank. Sedangkan sumber dana
dengan modal sendiri adalah perusahaan menjual surat-surat
berharga baik saham atau obligasi melalui pasar modal, dari
penjualan surat-surat berharga ini maka perusahaan akan
memperoleh tambahan kas dan kas inilah yang akan digunakan
perusahaan  untuk  membiayai  kegiatan  operasional
perusahaan.(Martono & Agus Harjito, 2003)

Untuk melakukan kegiatan pengambilan keputusan
pendanaan dan struktur modal, maka menajer hendaknya
memiliki kompetensi dalam penentuan tujuan dan mengelola
tindakan, diantaranya yaitu : mendiagnosis situasi, menetapkan

kerangka ketja, produktivitas bertindak untuk berprestasi,

bl

fokus efisiensi dan berorientasi pada hasil, kesadaran
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bekerjasama atas kekuasaan dan status ketika mempengaruhi
dan bekerja dengan orang lain. (Veithzal Rivai & Arviyan
Arifin, 2009)

e. Pengelolaan sumber daya keuangan , mengelola modal kerja

Pengelolaan modal kerja merupakan merupakan hal
penting yang harus dilakukan oleh manajer keuangan karena :
aktiva lancar pada perusahaan baik jasa atau manufaktur
memiliki jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan
aktiva secara keseluruhan, khusus perusahaan yang masih kecil
hutang jangka pendek merupakan sumber pendanaan yang
berasal dari eksternal karena tidak memiliki akses ke pasar
modal, keputusan modal kerja memiliki dampak secara
langsung terhadap laba dan resiko kemudian harga saham
perusahaan, adanya hubungan langsung antara pertumbuhan
penjualan dengan kebutuhan dana untuk mendanai aktiva
lancar. (Martono & Agus Harjito, 2003)

Tentang pengelolaan keuangan, Sebuah penelitian
menjelaskan bahwa secara langsung etos kerja Islam dapat
berpengaruh terhadap akuntabilitas wirausaha sosial Islam,
sedangkan tata kelola keuangan secara tidak langsung dapat
mempengaruhi pengelolaan keuangan dengan etos kerja Islam
serta akuntabilitas wiusaha sosial Islam, dalam hal ini tata
kelola memiliki peran sebagai mediasi. Hal ini menjelaskan
bahwa jika tata kelola keuangan dilakukan sesuai dengan
konsep syariah maka hal ini akan mempengaruhi pengelolaan
keuangan, etos kerja dan akuntabilitas wirausaha sosial Islam.
(Kamaruddin et al., 2021)
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Kegiatan pengelolaan sumber daya keuangan dan
modal kerja yang dilakukan oleh manajer keuangan terdiri dari:
a. Pengelolaan kas, pengelolaan kas bertujuan untuk

memanfaatkan secara maksimal kas yang dimiliki tanpa
mengabaikan  likuiditas. Manajer keuangan memiliki
pengembangan model manajemen kas diantaranya adalah:
model Persediaan dan model Miller & Ort, kedua model ini
memiliki tujuan untuk menyeimbangkan biaya transaksi dan
opportunity cost karena menahan kas. (Suad Husnan dan
Enny Pudjiastuti, 2015) Manajer keuangan senantiasa akan
berusaha untuk menghasilkan aliran kas masuk (cash inflow)
labih besar dari pada aliran kas keluar (cash outflow) yang
diinvestasikan pada kegiatan operasional perusahaan. Hal
ini dilakukan agar sisa selisih antara kas masuk dan kas
keluar tersebut dapat kembali diinvestasikan pada asset
perusahaan atau diberikan kepada para pemodal sebagai
deviden.

b. Pengelolaan  piutang, pengelolaan piutang memiliki
keterkaitan hubungan antara manajer keuangan dan
manajer pemasaran, karena piutang ini timbul adalah karena
adanya penjualan yang dijual secara kredit sehingga hal ini
menyebabkan perusahaan memiliki piutang. Hal ini
dilakukan semata-mata untuk meningkatkan jumlah
penjualan demi untuk meningkatkan jumlah laba
perusahaan, akan tetapi munculnya piutang juga
menyebabkan munculnya berbagai biaya bagi perusahaan.
Untuk meminimalisir munculnya berbagai biaya bagi
perusahaan maka dalam pengelolaan piutangnya, manajer
keuangan harus melakukan analisis ekonomi atau penilaian
bahwa apakah manfaat yang ditimbulkan oleh piutang lebih
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besar atau lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung oleh
perusahaan, jika manfaat yang diberikan ternyata lebih
besar dari biaya yang ditanggung maka piutang ini
dibenarkan. (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2015)
akan tetapi jika dinilai pasar disekitar perusahaan
didominasi oleh konvensional maka manajer perlu
meminimalisir transaksi dan melakukan monitoring biaya
operasional karena manajer atau kepemimpinan dalam
Islam dibangun dengan nilai nilai syariah dimana nilai
syariah inilah yang akan dijadikan pedoman dalam
melakukan setiap kegiatan operasional perusahaan. (A.
Riawan Amin & Tim PEBS FEUI, 2010)

Selain pengelolaan piutang, manajer keuangan juga perlu
melakukan pengendalian piutang yaitu dengan cara
menetapkan kebijakan mengenai standart kredit atau
piutang yang ditujukan untuk memberikan standart dalam
menentukan keputusan piutang. Jika pada realita nya
pemberian kredit dan piutang tidak sesuai dengan standart
yang telah ditentukan maka manajer keuangan perlu
melakukan tinjauan kembali terkait perbaikan strategi
kebijakan yang diambil. (Suad Husnan dan Enny
Pudjiastuti, 2015)

. Pengelolaan persediaan

Pengelolaan persediaan yang berhubungan dengan bahan
baku perusahaan atau barang jadi sebenarnya merupakan
tugas dan kewajiban manajer produksi, akan tetapi
keputusan yang diambil oleh bagian produksi dalam
menentukan pengelolaan persediaan sangat mempengaruhi
tethadap  keuangan  perusahaan schingga hal ini
menyebabkan manajer keuangan juga harus memiliki
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kebijakan terkait dengan pengelolaan persediaan dari sudut
pandang keuangan. Kebijakan yang biasanya dilakukan oleh
manajer keuangan terkait dengan pengelolaan persediaan
adalah dengan menggunakan metode sales percentage untuk
merencanakan keuangan dan menggunakan data tahun lalu
sebagai dasar perbandingan rasio perputaran persediaan.

f. Pengelolaan resiko , menjaga aktiva dari hal-hal yang dapat
menimbulkan kerugian perusahaan.

Kegiatan investasi adalah suatu kegiatan dimana para
penanam modal menunggu realisasi deviden dalam masa
yang akan datang, kegiatan inilah yang menyebabkan
munculnya resiko karena tidak ada satupun yang bisa
menjamin bahwa di masa yang akan datang penanam modal
akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang kita
harapkan. Ketidakpastian inilah yang dinamakan resiko
investasi, maka setiap investasi yang dilakukan pasti akan
ada resiko yang menyertainya, semakin tidak pasti arus kas
maka proyek investasi tersebut semakin beresiko.(Suad
Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2015)

Manajer keuangan memiliki peran penting dalam
menjaga perusahaan agar tidak mengalami kerugian, karena
manajer merupakan posisi yang sangat bisa mempengaruhi
tinggi atau rendahnya pendapatan para pemegang saham yaitu
dengan cara : Pertama, Melakukan strategi penghasilan per
lembar saham pada tahun berjalan dengan tahun yang akan
datang. Kedua, Melakukan strategi pada ketepatan dari segi
waktu pembagian keuntungan, durasi dan resikonya. Ketiga,
Melakukan strategi pada kebijakan deviden. Keempat,
Melakukan strategi pada penyusunan pendanaan perusahaan.
(Zulhawati & Ifah Rofiqoh, 2014)
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Mengelola  risiko  juga  diajarkan  oleh  Islam,
berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang
berbunyi :
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Artinya : Hai  orang-orang  yang beriman, apabila  kann
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kann menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di
antara kamn menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tubannya, dan janganlah ia mengurangi
sedifitpun daripada hutangnya. Jika yang berbutang itu orang yang
lemah akalnya atan lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
manmpn menginlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan juur. Dan persaksikanlah dengan dna orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antarammn). [ika tak ada duna oang lelaki,
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempnan dari saksi-

Saksi yang kamu ridbai, supaya jika seorang lupa maka yang
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seorang  mengingatkannya. Janganlah  saksi-saksi itu  enggan
(memberi  keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganiab
kann _jemu menulis butang itu, baik kecil manpun besar sampai
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguannmm. (Tulislah mu'amalabmn itu),
kecuali jika mu'amalah itn perdagangan tunai yang kamu jalankan
di antara kammu, maka tidak ada dosa bagi kamm, (jika) kanm
tidak menulisnya. Dan persaksikanilah apabila kamn berjual bels;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menynlitan. Jika
kamn lakukan (yang demikian), maka sesunggubnya hal itu adalah
suatu kefasikan pada dirimu. Dan  bertakwalah kepada Allab;
Allah mengajarmun; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatn.

Pada ayat tersebut mengajartkan bahwa Islam
mewajibkan umat Islam untuk mencatat hutang atau
memberikan saksi, dan Hadits yang mendukungnya adalah
hadits yang diriwayatkan oleh Sunan al-Tirmidzi: 2517 yang
mengharuskan orang Badui mengikat unta sebelum
menyerahkan nasibnya kepada Allah (tawakkal). Oleh karena
itu, pengelolaannya harus sejalan dengan prinsip syariah karena
menyangkut proses perlindungan individu atau harta bendanya
dari kemungkinan kerugian. Ia menganggap perlindungan
harta benda (hifz al-mal) sebagai nilai yang ditekankan dalam
Islam. Dalam perspektif Islam, risiko diperbolehkan, berbeda
dengan gharar yang dilarang.(Mohd Noor et al., 2018).

Berbicara tentang resiko maka pada lembaga keuangan
atau perbankan syariah juga terdapat resiko, untuk memahami
berbagai risiko yang terkait dengan keuangan Islam secara
umum dan khususnya produk perbankan = syariah.
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Meningkatnya kompleksitas dan konteks Vergensi aktivitas
keuangan telah mengakibatkan beragamnya risiko. Terdapat
tiga bentuk risiko yang paling umum yaitu : kredit, pasar dan
operasional, macam-macam resiko inilah yang mendapat
perhatian maksimal dari komunitas keuangan. Industri
keuangan Islam memiliki perbedaan orientasi yang berbeda
terhadap risiko. Risikonya lebih selaras jenis kontrak sebagai
akibat dari penataan khusus kontrak di perbankan syariah. Bagi
hasil dan kerugian merupakan sifat dari beberapa hal Kontrak
keuangan Islam, seiring dengan perubahan hubungan
kerjasama selama masa kontrak. (Al-Omar & Mohammed,
1990)
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BAB 3
METODE PEMBIAYAAN SYARIAH
Oleh: Anita Hakim Nasution

A. Perbedaan konsep Syariah Bank Luar Negeri vs
Indonesia

Dalam dunia keuangan syariah, metode pembiayaan
adalah pondasi utama yang menentukan cara bank-bank
syariah beroperasi. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya sama di
seluruh dunia, perbedaan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan
regulasi antara Indonesia dan negara lain menghasilkan variasi
dalam cara metode penerapan pembiayaan syariah di
Indonesia.

Total Aset Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (Juta Rupiah)

1

= 2019 = 2020 = 2021

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (2022)

Gambar 1. Proporsi total asset pembiayaan bank
Syariah
Pada gambar diatas terlihat bahwa proporsi
pembiayaan rakyat dalam system syariah bertambah selama 3
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tahun terakhir, untuk data 2023 mengalami kenaikan sampai
bulan oktober 2023 namun karena pergantian tahun, data
belum bisa di publish secara final. Namun dari sini kita dapat
menyimpulkan bahwa pangsa pasar pembiayaan syariah di
Indonesia berkembang dari tahun ke tahun karena kebutuhan
ekonomi semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan bisnis
dan konsumsi kaum muslim di Indonesia.

Sebelum mempelajari system pembiayan syariah di
Indonesia, kita dapat melihat dahulu bagaimana metode
pembiayaan syariah di luar negeri. Berikut ini adalah metode
pembiayaan syariah yang umum digunakan di luar negeri
versus perbandingan dengan praktik di Indonesia.

1. Mudharabah: Berbagi Keuntungan dan Kerugian

a. Di Luar Negeri: Di beberapa negara, mudharabah
digunakan untuk mengembangkan proyek-proyek besar
seperti  konstruksi dan  pendirian  properti. Bank
menyediakan modal, sementara pengusaha mengelola
proyek. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal.

b. Di Indonesia: Meskipun prinsip mudharabah sama, di
Indonesia, lebih umum digunakan untuk mendukung usaha
mikro dan kecil. Bank memberikan modal kepada
pengusaha kecil dengan pembagian keuntungan yang telah
disepakati sebelumnya.

2. Murabahah: Pembiayaan dengan Markup (kenaikan)

a. Di Luar Negeri: Murabahah sering digunakan untuk
pembiayaan konsumen seperti mobil atau rumah. Bank
membeli barang atas nama pelanggan dan menjualnya
kembali dengan markup (kenaikan) harga, yang dibayarkan
dalam angsuran.
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b. Di Indonesia: Praktik murabahah hampir sama di
Indonesia, tetapi lebih sering diterapkan untuk pembiayaan
barang konsumsi sehari-hari seperti elektronik atau
peralatan rumah tangga.

3. Ijarah: Sewa-menyewa

a. Di Luar Negeri: Ijarah sering digunakan untuk pembiayaan
aset modal seperti pesawat atau peralatan industri. Bank
membeli aset dan menyewakannya kepada klien dengan
biaya sewa yang disepakati.

b. Di Indonesia: Praktik ijarah di Indonesia mirip dengan luar
negeri, tetapi lebih fokus pada pembiayaan aset komersial
kecil seperti kendaraan atau peralatan usaha.

4. Musyarakah: Kemitraan Bisnis

a. Di Luar Negeri: Musyarakah sering digunakan untuk
pembiayaan proyek besar atau investasi jangka panjang.
Bank dan mitra bisnis berbagi modal, risiko, dan
keuntungan sesuai dengan kesepakatan kontrak.

b. Di Indonesia: Praktik musyarakah di Indonesia lebih
terfokus pada pembiayaan investasi properti dan proyek
infrastruktur besar, tetapi semakin banyak digunakan dalam
pembiayaan bisnis kecil dan menengah.

Meskipun prinsip-prinsip dasar metode pembiayaan
syariah memiliki konsep yang sama di seluruh dunia, variasi
dalam aplikasi praktisnya tercermin dalam perbedaan antara
Indonesia dan aturan ekonomi negara-negara lain. Indonesia
dengan penduduk muslim yang besar, memiliki pangsa pasar
yang tinggi dalam menerapkan metode pembiayaan syariah
terstruktur.
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B. Pembiayaan Kredit dalam Praktik Bank Syariah di
Indonesia

Dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, bank-
bank memiliki peran penting dalam memberikan pinjaman
yang sesual dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat.
Utamanya di Indonesia, dengan banyaknya kaum muslim,
maka persebaran bank syariah di Indonesia bertambah sejak
2020 hingga saat ini seperti pada data Otoritas Jasa Keuangan
dibawah ini.

Tabel 1. Profil sebaran jaringan Bank Umum Syariah di

Indonesia

Tabel 4.
Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - SPS Oktober 2023

(Distribution of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit Network by Region )

Kelompok Bank | Group of Banks “ smos s co
Bank Umum Syariah | Sharia Commercisl Bank 292 1,555

1 Jawa Barat a6 224
2 Banten 1s 61
3 Dkl Jakarta 52 157
4 “ogyakaria 7 27
5 Jsws Tengan 29 94
s Jawsa Timur 32 145
T Bengkulu 3 11
s Jambi 4 17
o Manggroe Aceh Darussalam a7 272
10 Sumatera Utara 18 56
11 Sumatera Barat 7 33
12 Riau 21 131
13 Sumatera Selatan 10 35
14 Bangka Selitung 2 a
15 wepulsusn Riau a9 62
18 Lampung 7 22
7 walimantan Salstan 7 21
18 Kalimantan Barst 3 14
12 Halimantan Timur 10 27
20 Kalimantan Tengan 4 s
21 Sulawesi Tengah 4 12
=2 Sulawesi Salatan 11 as
22 Sulawesi Utara 2 [
24 Gorontale 2 3
25 Sulawesi Barat 2 3
28 Sulawesi Tenggars 3 El
27 MNuss Tenggara Barat 16 45
28 Sali 4 9
za MNuss Tenggara Timur 3 1
20 Maluko 2 1
21 Papua 2 a
az Maluku Utara 2 6
ES) Fapua Sarat 2 2
24 Luar Indonesia 2

Faterangan / fote -

- KP/HO = iantor Pusat | Hesd Office

- UUS = Unit Usaha Syaniah / BU = Jsiamic Banking

- KPO/HOO = Kantor Pusat Operasional / Hesd

Cperationsl Office

- KC/BO = Kantor Cabang / Branch Office

- KOP/UPS/SBOSSSU = Kantor Cabang Pambantui Unit Palsyanan Syarian Sub Branch Office/Sysms Senvices Uink

- KOO = Kantar Kas / Cash Offics

- Tidsk termasuk Layanan Syarian / Not Include Gffice

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2023
(https://ojk.go.id/id/kanal/syatiah/data-dan-
statistik/statistik-perbankan-syariah /)
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Pada bagian ini, kita akan membahas berbagai cara
bank-bank di Indonesia memberikan pinjaman dengan prinsip
syariah, terutama dalam konteks kredit.

1. Mudharabah: Berbagi Keuntungan dalam Pinjaman.

Mudharabah adalah cara bank dan peminjam berbagi
keuntungan dari proyek. Bank menyediakan modal, sementara
peminjam bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Bank-
bank syariah di Indonesia sering menggunakan mudharabah
untuk mendukung bisnis kecil dan menengah. Peminjam
mengajukan rencana bisnis, dan keuntungan dibagi sesuai
kesepakatan awal.

Studi Kasus: Pembiayaan Usaba Kecil

Seorang pengusaha bernama Ali ingin membuka toko
kelontong di desanya. Dia membutuhkan modal untuk
membeli barang dagangan dan menyewa tempat. Al
mendekati bank syariah lokal untuk meminta pinjaman. Bank
setuyju  memberikan  pinjaman  berdasarkan  prinsip
mudharabah. Bank menyediakan modal yang dibutuhkan,
sementara Ali bertanggung jawab atas pengelolaan toko.
Setelah setahun berjalan, toko Ali berhasil mendapatkan
keuntungan. Keuntungan dibagi antara Ali dan bank sesuai
dengan kesepakatan awal.

2. Murabahah: Transaksi Jual Beli dalam Pembiayaan

Murabahah melibatkan transaksi jual beli antara bank
dan peminjam, di mana bank membeli aset yang dibutuhkan
dan menjualnya kembali dengan harga yang telah ditentukan.
Bank-bank syariah di Indonesia menggunakan murabahah
untuk pembiayaan konsumen dan bisnis, khususnya untuk
barang modal seperti kendaraan dan peralatan usaha.
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Studi Kasus: Pembiayaan Mobil

Fatimah ingin membeli mobil untuk keperluan pribadi
dan  keluarganya. Dia memilih untuk menggunakan
pembiayaan syariah dengan prinsip murabahah. Bank syariah
setuju untuk membeli mobil yang dipilih oleh Fatimah dan
menjualnya kembali dengan markup harga. Fatimah membayar
kembali mobil tersebut dalam angsuran yang telah disepakati
bersama dengan bank
a. Jjarah: Penyewaan dalam Pembiayaan

Ijarah melibatkan penyewaan aset oleh bank kepada
peminjam dengan biaya sewa yang disepakati. Bank-bank
syariah di Indonesia menggunakan ijarah untuk pembiayaan
aset produktif dan konsumen, seperti properti dan peralatan
usaha.
Studi Kasus: Pembiayaan Peralatan Usaha

Seorang wirausaha bernama Budi ingin memulai usaha
roti. Dia membutuhkan peralatan seperti oven dan mixer
untuk memulai produksi. Budi mengajukan pembiayaan
kepada bank syariah dengan prinsip ijarah. Bank setuju untuk
membeli peralatan yang dibutuhkan dan menyewakannya
kepada Budi dengan biaya sewa bulanan. Setelah jangka waktu
sewa berakhir, Budi memiliki opsi untuk membeli peralatan
tersebut dari bank.
b. Musyarakah: Kemitraan dalam Pembiayaan

Musyarakah melibatkan kemitraan antara bank dan
peminjam dalam proyek atau investasi, di mana keduanya
berbagi modal, risiko, dan keuntungan. Bank-bank syariah di
Indonesia menggunakan musyarakah untuk pembiayaan
proyek bisnis besar dan investasi jangka panjang, memberikan
modal dan dukungan kepada peminjam.
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Studi Kasus: Pembiayaan Proyek Properti

Sebuah perusahaan properti ingin mengembangkan
kompleks ~ perumahan di  pinggiran  kota. = Mereka
membutuhkan modal tambahan untuk membiayai proyek
tersebut. Perusahaan tersebut mendekati bank syariah untuk
mendapatkan pembiayaan dengan prinsip musyarakah. Bank
setuju untuk menjadi mitra dalam proyek tersebut dengan
menyumbangkan sebagian modal. Keuntungan dari penjualan
unit properti dibagi antara perusahaan properti dan bank
sesuai dengan kesepakatan kemitraan yang telah disepakati.

Dalam bagian ini, kita telah membahas berbagai cara
bank-bank di Indonesia memberikan pinjaman dengan prinsip
syariah, terutama dalam konteks kredit. Memahami prinsip-
prinsip ini penting bagi praktisi dan akademisi yang tertarik
dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dengan
pendekatan yang sesuai, bank-bank di Indonesia dapat terus
berperan dalam memberikan pinjaman yang berkelanjutan dan
adil bagi masyarakat.

C. Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Kredit di Bank
seluruh Indonesia

Dalam industri keuangan Indonesia, perbankan syariah
memegang peran penting dalam menyediakan beragam layanan
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah
satu aspek utama dari kegiatan perbankan syariah adalah
pembiayaan, yang mencakup berbagai jenis pinjaman dan
pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
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Tabel 2. Jenis penggunaan pembiayaan pada Bank
Umum Syariah di Indonesia

itk Potactan Sywsah, Ofsber 2023 St kg S, Ccvber 2023

Tabel M.
Fembiaysan - Bank Pembizyazn Rakyst Syariah berdasarkan desis

{Fisancing of Sharia Raral Pank based an Type of Usage|
Nomiaal datam Juta Ruiah fia Willon 1DR)
an )
Wov Des Jan Feb M ] el Jun ] ) Sep [

4MIE9 500038 618319 625133 6412857 GM9%0  6ETSON  69TSEN  TUIINT  TISTAN  TSISE TSS6SE) 764001 TTRZAN TSR

LTI LENEN LTS ITESBER  ATHIS 1S 191SM  166ZS1  1OTTEG 1M 19642 1EMID 190070 1927 19585

L0095 SMSTM GINHS G966  GMONS  GI6NG 60T 640535 G450 GANM  GNI69H  GEIGSE G720 GTESN6 6500054

Total I0EEI4I I1SRIBOL 4109672 MZEIN MBI M4BE2  MORRDIS 15346269 1539034 1566000 ISHATI6 I6OSH26R 16285123 1SARIAO9 16702992

Berikut ini adalah gambaran komposisi pembiayaan
perbankan syariah di Indonesia:
1. Pembiayaan Produktif:

Pembiayaan produktif merupakan bagian besar dari
portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Ini
mencakup pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, menengah,
serta korporasi. Bank-bank syariah memberikan pinjaman
kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mendukung
usaha mereka, serta kepada perusahaan besar untuk
pengembangan proyek-proyek yang membutuhkan modal
tambahan.

2. Pembiayaan Konsumtif:

Selain pembiayaan produktif, perbankan syariah juga
menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif
masyarakat. Ini termasuk pembiayaan kendaraan bermotor,
perumahan, barang konsumsi, dan kebutuhan pribadi lainnya.
Bank-bank syariah memberikan pembiayaan dengan berbagai
skema, seperti murabahah (pembiayaan barang dengan markup
harga), ijarah (penyewaan dengan opsi pembelian), dan
musyarakah (kemitraan dalam kepemilikan).
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3. Pembiayaan Investasi:

Pembiayaan investasi juga merupakan bagian penting
dari portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.
Ini meliputi pembiayaan untuk investasi properti, proyek
infrastruktur, dan pengembangan bisnis. Bank-bank syariah
menyediakan pembiayaan dengan prinsip mudharabah (bagi
hasil), musyarakah (kemitraan), dan istisna (pembiayaan proyek
konstruksi).

4. Pembiayaan Pendidikan dan Keschatan:

Di samping itu, perbankan syariah juga aktif dalam
menyediakan pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatan.
Bank-bank syariah memberikan pinjaman kepada individu atau
lembaga untuk biaya pendidikan seperti sekolah, universitas,
atau program pelatihan. Mereka juga menyediakan pembiayaan
untuk biaya kesehatan seperti perawatan medis, operasi, dan
peralatan medis.

Dengan beragam jenis pembiayaan yang ditawarkan,
perbankan syariah di Indonesia berperan penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi akses
keuangan bagi masyarakat, serta mempromosikan inklusi
keuangan dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah yang
sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

Sebagai ilustrasi tentang bagaimana bank-bank syariah
di Indonesia menerapkan metode pembiayaan syariah dalam
konteks kredit, mari kita lihat sebuah studi kasus berikut ini:

1. Studi Kasus: Pembiayaan Usaha Mikro dengan Prinsip
Mudharabah.

Seorang pengusaha kecil bernama Ahmad memiliki
usaha kecil di bidang kuliner, khususnya penjualan makanan
ringan tradisional. Ahmad memiliki kesempatan untuk
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memperluas usahanya dengan membuka gerai makanan di
lokasi strategis di pusat perbelanjaan, tetapi dia membutuhkan
modal tambahan untuk membeli perlengkapan dan bahan
baku.

Langkah-langkah:

a. Permohonan Pembiayaan:

Ahmad mengajukan permohonan pembiayaan kepada
bank syariah setempat untuk mendapatkan modal tambahan.
Dia menyampaikan rencana bisnisnya kepada bank, termasuk
proyeksi pendapatan dan keuntungan yang diharapkan dari
ekspansi usahanya.

b. Persetujuan Pembiayaan:

Setelah meninjau rencana bisnis Ahmad, bank setuju
untuk  memberikan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip
mudharabah. Bank akan menyediakan modal yang diperlukan
untuk pembelian perlengkapan dan bahan baku, sementara
Ahmad akan bertanggung jawab atas manajemen operasional
gerai makanannya.

c. Pelaksanaan Pembiayaan:

Bank menyetujui jumlah modal yang akan diberikan
kepada Ahmad berdasarkan kesepakatan bagi hasil
sebelumnya. Ahmad menggunakan dana tersebut untuk
membeli peralatan masak, meja, kursi, dan bahan baku untuk
gerainya.

d. Operasional Gerai Makanan:

Ahmad mengelola gerainya dengan baik dan berhasil
mendapatkan pendapatan yang stabil dari penjualan makanan
ringannya. Setiap bulan, dia berkonsultasi dengan bank untuk
melaporkan pendapatan dan keuntungan, serta membagi hasil
sesuai dengan kesepakatan awal.
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e. Pembagian Keuntungan:

Setelah mengurangi biaya operasional dan modal,
Ahmad dan bank melakukan pembagian keuntungan sesuai
dengan kesepakatan awal dalam prinsip mudharabah. Ahmad
membayar bagi hasil kepada bank sebagai imbalan atas modal
yang telah disediakan.

Dalam studi kasus ini, bank syariah menggunakan
prinsip mudharabah dalam memberikan pembiayaan kepada
Ahmad untuk memperluas usahanya. Dengan pendekatan ini,
Ahmad dapat memperoleh modal tambahan tanpa memikul
beban bunga konvensional, sementara bank berbagi risiko dan
keuntungan dengan Ahmad sesuai dengan prinsip syariah.
Kasus ini mencerminkan bagaimana bank-bank syariah di
Indonesia menerapkan metode pembiayaan syariah dalam
konteks kredit untuk mendukung perkembangan usaha

masyarakat.

2. Studi Kasus: Pembiayaan Syariah untuk Bisnis Baju Muslim
di Indonesia

Di tengah pesatnya pertumbuhan industri fashion
muslim di Indonesia, seorang pengusaha bernama Aulia
memiliki impian untuk mengembangkan bisnisnya dalam
memproduksi dan mendistribusikan busana muslim yang
berkualitas. Namun, seperti banyak pengusaha lainnya, Aulia
menghadapi tantangan dalam memperoleh modal untuk
mengembangkan usahanya. Untuk mewujudkan impian
tersebut, Aulia memutuskan untuk mencari pembiayaan
syariah dari bank syariah lokal.
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a. Permohonan Pembiayaan:

Aulia mengajukan permohonan pembiayaan ke bank
syariah dengan menyampaikan rencana bisnisnya yang
komprehensif. Dia menjelaskan potensi pasar yang besar
untuk busana muslim di Indonesia dan strategi bisnisnya untuk
mengisi kekosongan di pasar tersebut dengan produk-produk
berkualitas.

b. Pertimbangan Bank:

Bank melakukan analisis terhadap rencana bisnis Aulia,
termasuk potensi pasar, strategi pemasaran, dan prospek
keuntungan. Setelah menilai potensi bisnis Aulia secara positif
dan memastikan bahwa usaha tersebut sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, bank setuju untuk memberikan pembiayaan.

c. Penyediaan Pembiayaan

Bank menyediakan  pembiayaan kepada  Aulia
berdasarkan prinsip mudharabah. Bank bertindak sebagai
pemodal dengan menyediakan modal yang diperlukan untuk
produksi baju muslim, sementara Aulia bertanggung jawab atas
manajemen dan operasional bisnisnya.

d. Penggunaan Dana:

membeli bahan baku berkualitas tinggi, membayar
tenaga kerja, dan mengembangkan saluran distribusi untuk
produk-produknya.

e. Operasional Bisnis:

Dengan dukungan pembiayaan dari bank syariah, Aulia
berhasil mengembangkan bisnisnya dengan sukses. Dia
memproduksi berbagai macam busana muslim berkualitas
tinggi dan berhasil memperluas jangkauan pasar melalui
berbagai saluran distribusi, termasuk toko-toko offline dan

online.
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f. Pembagian Keuntungan:

Setelah mendapatkan pendapatan dari  penjualan
produknya, Aulia secara berkala melaporkan keuntungan
kepada bank. Sesuai dengan prinsip mudharabah, keuntungan
dibagi antara Aulia dan bank berdasarkan kesepakatan awal
yang telah disepakati.

Melalui pembiayaan syariah yang diterima dari bank
syariah, Aulia berhasil mewujudkan impian bisnisnya dalam
industri fashion muslim di Indonesia. Pendekatan pembiayaan
syariah memberikan solusi finansial yang adil dan
berkelanjutan bagi Aulia, sementara bank berbagi risiko dan
keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kasus ini
mencerminkan bagaimana pembiayaan syariah dapat menjadi
instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan dan
pengembangan bisnis yang berorientasi pada prinsip-prinsip
keuangan syariah di Indonesia.

D.Metode Pembiayaan Syariah: Pasti Bebas Riba
Dalam sistem keuangan syariah, prinsip pasti bebas
riba atau riba-free adalah salah satu pilar utama yang
membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Prinsip
ini mendasarkan pada larangan yang tegas terhadap riba, atau
bunga, dalam segala bentuk transaksi keuangan. Metode
pembiayaan syariah yang memenuhi prinsip pasti bebas riba
tidak hanya memberikan solusi finansial yang adil dan
berkelanjutan, tetapi juga membawa manfaat ckonomi dan
sosial yang lebih luas bagi Masyarakat dengan system bonus
atau bagi hasil seperti pada table dibawah ini.
Tabel 3. Tingkat Timbal Balik Pembiayaan Bank
Umum Syariah di Indonesia
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6 alkad Iishna/ Ististma 1527 12 @2 1212 1205 1208 1218 1219 1224 1225 1219 1214 1205 1241 1238
7 Akad farak ¥ 835 1641 1251 1229 1335 1369 1389 1445 1311 13 1867 1353 1371 1354 1382
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9 Multjasa® M PuposeFrancngl) 1216 1771 1630 1621 1709 1695 1692 1685 1671 1669 1640 1661 1651 1649 1695
1) Ml Okcher 2012 delem perkitun ol faral dan clfpesa

Dalam narasi ini, kita akan menjelajahi beberapa

metode pembiayaan syariah yang pasti bebas riba yang umum

diterapkan dalam praktik keuangan syariah.

1.

a.

Mudharabah: Bagi Hasil Tanpa Riba

Dalam prinsip mudharabah, bank bertindak sebagai
pemodal yang menyediakan dana, sementara peminjam atau
pengusaha bertanggung jawab atas manajemen proyek atau
usaha.

Keuntungan dari proyek atau usaha tersebut dibagi antara
bank dan peminjam sesuai dengan kesepakatan awal, tanpa
adanya bunga atau riba.

Musyarakah: Kemitraan Tanpa Riba

Dalam prinsip musyarakah, bank dan peminjam berbagi
modal, risiko, dan keuntungan dalam suatu proyek atau

investasi.
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b. Kemitraan  ini  didasarkan  pada  prinsip  saling
menguntungkan tanpa adanya unsur riba dalam pembagian
keuntungan.

3. Ijarah: Sewa Tanpa Riba

a. Prinsip  ijjarah  memungkinkan = peminjam  untuk
menggunakan aset atau barang milik bank dengan
membayar biaya sewa yang telah disepakati.

b. Tidak ada wunsur riba dalam transaksi ijarah, karena
pembayaran sewa adalah kompensasi atas penggunaan
barang, bukan bunga dari pinjaman.

4. Murabahah: Jual Beli Tanpa Riba

a. Dalam prinsip murabahah, bank membeli barang atau aset
atas permintaan peminjam dan menjualnya kembali dengan
markup harga yang telah disepakati.

b. Pembayaran kepada bank adalah harga jual yang telah
disepakati, bukan bunga dari pinjaman, sehingga transaksi
ini memenubhi prinsip pasti bebas riba.

Dengan menerapkan metode pembiayaan syariah yang
pasti bebas riba, bank-bank syariah memastikan bahwa
aktivitas keuangan yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah yang murni dan adil. Hal ini tidak hanya
memberikan solusi finansial yang aman dan berkelanjutan bagi
individu dan bisnis, tetapi juga menciptakan lingkungan
ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat
secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip pasti bebas riba
merupakan landasan yang kuat dalam pengembangan dan
implementasi keuangan syariah yang bertanggung jawab dan
berdampak positif.
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BAB 4
INVESTASI, SPEKULASI, DAN PROYEKSI DALAM
ISLAM
Oleh: Achmad Room Fitrianto

Pendahuluan

Investasi dalam Islam adalah suatu konsep ekonomi
yang memiliki implikasi penting dalam kehidupan umat
Muslim. Investasi tidak hanya diizinkan dalam Islam, tetapi
juga dianjurkan, selama dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi penempatan dana
dalam proyek atau usaha yang halal, tanpa melanggar larangan
riba, maysir, dan gharar.

Investasi dalam Islam harus dilakukan dengan niat
yang baik dan untuk kepentingan umat, serta selalu
memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini
mencakup investasi dalam sektor riil, properti, saham syariah,
dan wakaf. Dengan memahami pengertian dan prinsip-prinsip
investasi yang sesuai dengan ajaran Islam, umat Muslim
diharapkan dapat melakukan investasi secara berkelanjutan dan
berkualitas.

Manajemen risiko juga merupakan bagian penting dari
investasi dalam Islam. Dengan mengidentifikasi sumber risiko
dan mengadopsi metode mitigasi risiko, para investor dapat
membuat keputusan yang lebih aman dan terukur.

Spekulasi  dalam  Islam merupakan topik yang
diperdebatkan. Spekulasi dianggap haram jika melanggar
prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, maysir,
dan gharar. Dalam Islam, penting untuk memahami bahwa
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spekulasi harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi
prinsip-prinsip syariah agar tidak melanggar ajaran agama.
Tantangan dalam mengimplementasikan  prinsip-
prinsip Islam dalam investasi meliputi kesesuaian dengan
prinsip syariah, keterbatasan pengetahuan, dan tingginya risiko
dan ketidakpastian. Namun, dengan memanfaatkan peluang
yang ada, seperti pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik
tentang prinsip-prinsip Islam, pengembangan instrumen
keuangan syariah, dan kolaborasi antara pemerintah dan
lembaga keuangan, umat Muslim dapat mencapal tujuan
ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran

agama.

Sertifikat Deposito
Commercial Paper
Sektor Financial Surat Berharga
Pasar Uang
dil
Saham
. Obligasi
Investasi — Warrant
Opsi
Industri
Manufacture
Pertanian
Sektor Riil 1 Peternakan
Usaha Kerajinan
Usaha Jasa

Bagan Jenis Jenis Investasi
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A. Pengertian Investasi Menurut Islam

Investasi dalam Islam adalah konsep ekonomi yang
penting karena tidak hanya diizinkan tetapi juga dianjurkan
selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Investasi
dipandang sebagai cara untuk mengembangkan ekonomi dan
kesejahteraan umat Muslim. Prinsip-prinsip investasi dalam
Islam melibatkan penempatan dana dalam proyek atau usaha
yang halal, tanpa melanggar larangan riba, maysir, dan gharar.
Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas mengenai investasi
yang sesual dengan ajaran Islam, dengan menekankan
pentingnya takwa dalam berinvestasi, pengertian bahwa hanya
Allah yang mengetahui masa depan, dan perumpamaan bagi
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Investasi
yang dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan umat
dapat memberikan hasil yang berlipat ganda. Dalam
berinvestasi, umat Muslim harus selalu bertindak sesuai
dengan ajaran Islam, bersikap bijaksana, dan takut kepada
Allah.

Dengan demikian, investasi dalam Islam dapat
memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi umat
Muslim.Investasi dalam Islam adalah sebuah konsep yang
sangat penting dan memiliki implikasi yang dalam dalam
kehidupan umat Muslim. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa
ayat yang memberikan panduan dan petunjuk mengenai
investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pertama, dalam Surah Al-Hasyr ayat 18, Allah SWT
menegaskan pentingnya takwa dalam berinvestasi. Umat
Muslim diingatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan
memperhatikan apa yang telah mereka lakukan untuk hari esok
(akhirat). Hal ini mengingatkan bahwa investasi yang dilakukan
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haruslah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah.
QS. Al Hasyr: 18

A5 015815 28] Gl G ol sl s 80 T Gl gl g
Ostasd oy S

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah.
Sunggub, Allah Mahateliti terbadap apa yang kamn kerjakan.

Kedua, dalam Surah Lugman ayat 34, Allah SWT
menunjukkan bahwa hanya Dia-lah yang mengetahui waktu
terjadinya hari kiamat. Ini mengingatkan bahwa dalam
berinvestasi, manusia tidak dapat memprediksi masa depan
dengan pasti. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim
untuk selalu bersikap bijaksana dan bertindak sesuai dengan
ajaran Islam.

QS. QS. Lugman: 34
uﬂs_\Lg)_uLAJ e\AJY\@LAeLuJu.uJ\ dﬂjé\.‘:m‘(—&:cm ai u\
ek e A1 )T 08 Ll ool Bl % e ine &S 1
Sesunggubnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahnan
tentang Hari Kiamat; dan Dialah Y ang menurunkan hujan, dan
mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang
dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dinsabakannya
besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana
dia akan mati. Sesunggubnya Allah Maba Mengetahui lagi Maha
Mengenal.
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Ketiga, dalam Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT
memberikan  perumpamaan tentang orang-orang  yang
menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Mereka diberikan
perumpamaan seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh
tangkai dengan seratus biji di setiap tangkai. Hal ini
menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan dengan niat yang
baik dan untuk kepentingan umat dapat memberikan hasil
yang berlipat ganda dari Allah SWT.

QS. Al Baqarah: 261 )

OB Qi i 01 5 I ) i 8 53l 058l e
e gl 015 215 (il e L) 015 435 o AL

Perumpamaan orang yang meninfakkan hartanya di jalan

Allah seperti sebutir biji yang menumbubkan tujub tangkai, pada
setiap tangkai ada seratus biji. Allabh melipatgandakan (pabhala)
bagi siapa yang Dia kebendaki, dan Allah Maba Luas (karunia-

Nya) lagi Maha mengetahui

Keempat, dalam Surah An-Nisa ayat 9, Allah SWT
menegaskan  pentingnya  bertakwa kepada-Nya  dalam
berinvestasi, terutama bagi orang-orang yang khawatir
meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang. Mereka
diingatkan untuk selalu takut kepada Allah dan mengucapkan
perkataan yang benar dalam setiap tindakan mereka.

QS. An Nisa: 9 )

1 5 plle 1 88 Ul 50 gl e | £ 58 51 Gl 3
e V581 il

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak_yang lemah, yang

mereka khawatir terbadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu



63

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar.

Sehingga bisa dilihat investasi dalam Islam haruslah
dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan
niat yang baik. Umat Muslim diingatkan untuk selalu bertakwa
kepada Allah dalam setiap tindakan mereka, termasuk dalam
berinvestasi. Dengan mengikuti petunjuk Allah dalam Al-
Quran, umat Muslim diharapkan dapat melakukan investasi
yang sesuai dengan ajaran Islam dan mendapatkan keberkahan
dari-Nya.

B. Prinsip-prinsip Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang
harus dipatuhi agar sesuai dengan ajaran agama. Pertama,
investasi harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan
yang jelas untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kedua,
transaksi investasi harus dilakukan secara jujur dan transparan,
tanpa menyembunyikan informasi yang penting. Ketiga,
investasi harus memberikan manfaat yang adil bagi semua
pihak yang terlibat, tanpa merugikan pihak lain. Keempat,
investasi harus mematuhi aturan-aturan dalam Islam, termasuk
larangan terhadap riba, maysir, dan gharar. Skema investasi
dalam Islam juga didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut,
dengan jenis akad seperti musyarakah (joint venture),
mudharabah (full financing), murabahah (jual beli), ijarah
(sewa), dan skema investasi berdasarkan kontrak sewa yang
pada akhir masa sewa ditambah dengan hak jual beli aset yang
menjadi objek sewa. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini,



64

investasi dalam Islam diharapkan dapat memberikan manfaat

yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Tabel Skema Investasi dan Jenis Akad

Bagi
Hasil

Jual
Beli

Sewa

Sewa
+ Jual
Beli

Musyarakah Mudharabah
(Join (Full
venture) financing)
Murabahah

Ijarah

Skema investasi berdasarkan
kontrak sewa yang pada akhir masa
sewa ditambah dengan hak jual beli
aset yang menjadi objek sewa.

C. Contoh-contoh Investasi yang Sesuai dengan Prinsip

Islam

1. Investasi dalam sektor riil: Investasi dalam bisnis yang

menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi

masyarakat, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa.

2. Investasi dalam properti: Investasi dalam properti yang

digunakan

kepentingan  produktif,  seperti

menyewakan rumah atau gedung untuk bisnis.
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3. Investasi dalam saham syariah: Investasi dalam saham
perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti
larangan terhadap riba dan perjudian.

4. Investasi dalam wakaf: Investasi dalam wakaf yang
bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi
bagi masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau
rumah sakit.

Dengan memahami pengertian, prinsip-prinsip, dan
contoh-contoh investasi yang sesuai dengan prinsip Islam,
umat Islam dapat melakukan investasi secara berkelanjutan
dan berkualitas tanpa melanggar ajaran agama.

D. Risk Management

Manajemen risiko investasi melibatkan penilaian,
ramalan, dan antisipasi terhadap gangguan yang mungkin
terjadi dalam proses investasi di masa depan. Dengan
meramalkan dan mengantisipasi gangguan potensial, aspek
keberlanjutan dari strategi penghidupan dapat dikembangkan
secara tepat.

Menurut Jittner et al. (2003) dan O. Tang et al. (2012),
pemanfaatan manajemen risiko memiliki empat aspek.
Pertama, mengidentifikasi sumber risiko dan konsekuensinya;
kedua, mengatasi konsekuensi yang mungkin timbul; ketiga,
menjabarkan  faktor pendorong risiko; dan keempat,
mengadopsi metode mitigasi risiko. Keempat aspek
manajemen risiko rantai pasokan ini membantu para
pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang tepat
guna melindungi bisnis dari konsekuensi potensial termasuk

kerugian.
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Ada empat langkah strategis dalam mengukur kinerja
risiko. Pertama, identifikasi sumber risiko dan konsekuensinya.
Kedua, atasi konsekuensi yang mungkin timbul. Ketiga,
jabarkan faktor pendorong risiko. Keempat, adopsi metode
mitigasi risiko. Dengan menerapkan langkah-langkah ini,
investasi dapat dilakukan dengan lebih aman dan terukur.

. analysing the
analysing the N y‘ & R . ) Evaluating final

erformance risks 7] ks > Responding torisk outcome
P consequences

V\

~— /
~—~— —
— _

e JE—

Bagan empat langkah strategis mengukur kinetja risiko
Investasi  melibatkan  sejumlah  ristko  yang  perlu
dipertimbangkan dengan cermat oleh para investor. Terdapat
delapan sumber risiko investasi yang dapat mempengaruhi
kinerja dan hasil dari suatu investasi. Pertama, risiko suku
bunga yang berkaitan dengan perubahan tingkat bunga
tabungan dan pinjaman, meskipun dalam pandangan Islam,
praktik bunga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, risiko pasar
terkait dengan fluktuasi return investasi sebagai akibat dari
perubahan kondisi pasar secara keseluruhan. Kemudian, risiko
inflasi yang timbul akibat penurunan daya beli masyarakat
karena kenaikan harga barang secara umum.

Risiko bisnis juga menjadi pertimbangan penting, di
mana tantangan bisnis yang semakin berat dapat menyebabkan
penurunan kinerja perusahaan. Selain itu, risiko keuangan
terkait dengan struktur modal perusahaan perlu diperhatikan,
begitu pula dengan risiko likuiditas yang berkaitan dengan
kesulitan menjual portofolio investasi. Risiko nilai tukar mata
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uang menjadi perhatian bagi investor yang melakukan investasi
lintas negara, sedangkan risiko negara terkait dengan kondisi
politik, keamanan, dan stabilitas ekonomi suatu negara juga
harus dipertimbangkan. Dengan memahami dan mengelola
risiko-ristko ini, para investor dapat membuat keputusan
investasi yang lebih bijaksana dan meminimalkan potensi
kerugian.

Return

.Se tor riil
.Saham

Reksadana

.DEPOSitO Investing

.Tabungan

Risk

Bagan Jenis Investasi, resiko dan return

E. Spekulasi dalam Islam

Spekulasi  dalam  Islam merupakan topik yang
diperdebatkan dalam masyarakat Muslim karena melibatkan
unsur risiko dan ketidakpastian yang tinggi. Secara khusus,
spekulasi dalam Islam dapat didefinisikan sebagai tindakan
memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat
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dengan risiko yang tinggi, seringkali dianggap mirip dengan
perjudian  karena mengandalkan  keberuntungan  atau
ketidaktahuan. Namun, penting untuk memahami bahwa
kegiatan spekulasi sebenarnya tidak berbeda dengan
mengambil risiko yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis atau
investor. Yang membedakan spekulan dengan pelaku bisnis
atau investor adalah derajat ketidakpastian yang dihadapinya.
Spekulan cenderung berani menghadapi ketidakpastian tanpa
perhitungan yang matang, sementara pelaku bisnis atau
investor selalu menghitung-hitung risiko dengan return yang
diterimanya. Seseorang dianggap spekulatif jika ia terlihat
memanfaatkan ketidakpastian untuk keuntungan jangka
pendek tanpa memperhitungkan  konsekuensi  jangka
panjangnya. Dalam Islam, spekulasi dilarang bukan karena
ketidakpastian ~ yang  ada, melainkan  cara  orang
mempergunakan ketidakpastian tersebut. Jika seseorang
meninggalkan sense of responsibility dan aturan yang ada
hanya demi keuntungan semata dari ketidakpastian, itulah yang
dilarang dalam konsep gharar dan maysir dalam Islam. Dengan
memahami prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan dapat
mengelola risiko dan ketidakpastian dalam investasi dengan
bijaksana, sesuai dengan ajaran agama.
Tabel Perbandingan Tindakan Investasi dan Tindakan

Spekulasi
1. Rasional dalam Kadang-kadang tidak
mengambil rasional dalam

keputusan, berhati- menentukan analisis dan



hati, dan melakukan
analisis yang cermat

Mengumpulkan
informasi selengkap
mungkin

Ekspektasi return
dalam jangka panjang

Pada umumnya risiko
yang diambil bersifat
moderat

Mengharapkan returmn
sesuai dengan risiko

Harga sekuritas
sebagai cerminan
informasi kondisi

ekonomi sebenarnya

Berdampak pada
pasar yang bergejolak
namun pasti (fluktuasi

yang wajar)

terkadang manipulatif

Memanfaatkan informasi
yang simpang siur dan
membuat rumor yang
menguntungkan dirinya

Ekspektasi rezurn besar
dalam waktu singkat

Memanfaatkan risiko
tinggi dalam berspekulasi

Mengharapkan return
yang tingei dan menolak
risiko tinggi

Tidak peduli kondisi
ekonomi, baik mikro
maupun makro, dan
cenderung menyukai
kondisi ekonomi yang
bergejolak untuk
berspekulasi

Berdampak pada pasar
yang bergejolak dengan
fluktuasi tinggi

69
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F. Hukum dan Etika dalam Ber-spekulasi Menurut Al
Quran
Dalam Islam, spekulasi dianggap haram jika melanggar
prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip
tersebut mencakup larangan terhadap riba (bunga), maysir
(petjudian), dan gharar (ketidakpastian atau ketidaktahuan
yang berlebihan). Selain itu, spekulasi yang melibatkan
penipuan, manipulasi pasar, atau merugikan pihak lain juga
dianggap tidak etis dalam Islam. Larangan berspekulasi
dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk dalam
Surah Al-Maidah ayat 90, di mana ditegaskan bahwa meminum
Ikhamar, berjudi, dan mengundi nasib dengan panah adalah
perbuatan syaitan yang harus dijauhi.
Jae G Gedy 23 505 Saill 5 Sl Sl L) 1 skl Gl T
Al 801§ AN L
Hai orang-orang yang beriman, sesunggubnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panab,
adalah  termasuk  perbuatan  syaitan. Maka janbilah  perbuatan-
perbuatan itu agar kamn mendapat keberuntungan. QS. Al Maidah:
90
Begitu pula dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, di mana
disebutkan bahwa khamar dan judi memiliki dosa yang besar
dan manfaat yang sedikit, sehingga Allah menasihatkan untuk
menjauhinya. Dengan demikian, umat Muslim diingatkan
untuk menjauhi praktik spekulasi yang melanggar prinsip-
prinsip syariah, dan mematuhi ajaran Islam dalam setiap
tindakan ekonomi mereka.
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Mereka  bertanya  kepadamn  tentang  Rhamar dan  judi.
Ratakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa
manfaat bagi  manusia, tetapi dosa kednanya lebibh besar dari
manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamn apa yang mereka
nafkabkan. Katakanlah: “Yang lebil dari keperluan”. Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamn supaya kamn berfikir,
QS. Al Baqarah: 219

Contoh-contoh Spekulasi dalam Konteks Ekonomi Islam
Spekulasi  dalam  konteks ekonomi Islam menimbulkan
sejumlah dampak yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.
Pertama, praktik spekulasi telah meningkatkan pendapatan
tidak didapat secara wajar bagi sebagian individu dalam
masyarakat, tanpa memberikan kontribusi yang produktif atau
positif. Ini mengakibatkan ketidakadilan ekonomi, sosial, dan
moral karena mereka mendapatkan keuntungan di atas biaya
masyarakat secara tidak adil. Selanjutnya, spekulasi juga
menjadi penyebab krisis keuangan yang serius. Contohnya,
aktivitas spekulan telah memicu krisis ekonomi global seperti
yang terjadi di Wall Street pada tahun 1929 yang memicu
depresi ekonomi di tahun 1930-an serta devaluasi
poundsterling tahun 1967 dan krisis mata uang franc di tahun
1969. Terakhir, spekulasi sering kali menjadi hasil dari sikap
mental 'ingin cepat kaya' yang mengabaikan norma agama dan
etika, sehingga memicu perilaku yang merugikan secara moral
dan ekonomi. Dalam praktiknya, spekulasi dalam ekonomi
Islam mencakup berbagai praktik seperti spekulasi mata uang,
saham, dan properti. Meskipun beberapa dari praktik ini
kontroversial, penting untuk memahami bahwa kegiatan
spekulasi harus dijalankan dengan hati-hati dan sesuai dengan
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prinsip-prinsip syariah agar tidak melanggar ajaran agama.

Dengan  demikian, para muslim diharapkan untuk

mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam melakukan

spekulasi dalam kegiatan ekonomi mereka, demi terciptanya
sebuah sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Contoh spekulasi dalam ekonomi Islam dapat
mencakup berbagai praktik, seperti:

a. Spekulasi mata uang: Berinvestasi dalam mata uang asing
dengan harapan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi
nilai tukar. Praktik ini sering dianggap haram karena
melibatkan unsur riba dan maysir.

b. Spekulasi saham: Membeli saham perusahaan dengan
harapan harga saham akan naik, sechingga investor dapat
menjual saham dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini
sering menjadi kontroversi karena dapat mengarah pada
manipulasi pasar dan merugikan investor lain.

c. Spekulasi properti: Membeli properti dengan harapan harga
properti akan naik di masa depan, sehingga investor dapat
menjual properti dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini
sering  diperdebatkan  dalam  Islam  karena dapat
menyebabkan spekulasi harga properti yang tidak sehat.

Dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk
memahami bahwa kegiatan spekulasi harus dilakukan dengan
hati-hati dan mematuhi prinsip-prinsip syariah agar tidak
melanggar ajaran agama. Dengan demikian, para muslim
diharapkan untuk mempertimbangkan aspek hukum dan etika
dalam melakukan spekulasi dalam kegiatan ekonomi mereka.
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G. Tantangan dan Peluang dalam Mengimplementasikan
Prinsip-prinsip Islam dalam Spekulasi, Proyeksi, dan
Investasi

Implementasi prinsip-prinsip Islam dalam spekulasi,
proyeksi, dan investasi menghadapi sejumlah tantangan yang
perlu diatasi, sementara juga menawarkan berbagai peluang
yang dapat dimanfaatkan. Salah satu tantangan utama adalah
kesesuaian dengan prinsip syariah, yang mencakup larangan
terthadap riba, maysir, dan gharar, yang dapat membatasi
pilihan investasi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan tentang
hukum dan etika Islam dalam investasi juga menjadi
hambatan, begitu pula dengan tingginya risiko dan
ketidakpastian dalam kegiatan investasi. Namun, implementasi
prinsip-prinsip Islam juga membawa sejumlah manfaat, seperti
jaminan bahwa investasi tersebut halal, pembangunan
ekonomi berkelanjutan yang lebih adil dan inklusif, serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang

yang ada, diperlukan strategi dan rekomendasi yang tepat,

seperti pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik tentang
prinsip-prinsip  Islam  dalam  ckonomi, pengembangan
instrumen keuangan syariah yang inovatif, dan membangun
kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi,
dan masyarakat sipil. Dengan mengikuti strategi ini, umat

Muslim dapat mencapai tujuan ekonomi mereka dengan cara

yang sesuai dengan ajaran agama dan memberikan manfaat

yang besar bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.
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. Tantangan dalam Implementasi:

. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Salah satu
tantangan utama dalam mengimplementasikan prinsip-
prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi
adalah memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip
syariah. Hal ini meliputi larangan terhadap riba, maysir, dan
gharar, yang dapat membatasi pilihan investasi dan
mempersulit pelaksanaannya.

. Keterbatasan Pengetahuan: Banyak umat Muslim yang
kurang memahami prinsip-prinsip Islam dalam konteks
ekonomi dan keuangan. Kurangnya pengetahuan tentang
hukum dan etika Islam dalam investasi dapat menjadi
hambatan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip
tersebut secara efektif.

. Tingginya Risiko dan Ketidakpastian: Spekulasi,
proyeksi, dan investasi selalu melibatkan risiko dan
ketidakpastian. Menyusun strategi investasi yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam sambil meminimalkan risiko
dan ketidakpastian dapat menjadi tantangan tersendiri.

. Peluang dan Manfaat dari Implementasi:

a. Kehalalan Investasi: Implementasi prinsip-prinsip Islam

dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi memberikan
jaminan bahwa investasi tersebut halal dan sesuai dengan
ajaran agama. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan
keyakinan umat Muslim dalam kegiatan ekonomi mereka.

. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Dengan
mematuhi prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan,
transparansi, dan keberkahan, implementasi prinsip-prinsip
Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi dapat
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membantu membangun ekonomi yang berkelanjutan dan
inklusif.

c. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Investasi yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam cenderung memberikan
manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk
penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan
pemberdayaan ekonomi lokal.

3. Strategi dan Rekomendasi:

a. Pendidikan dan  Penyuluhan: Penting  untuk
meningkatkan pemahaman umat Muslim tentang prinsip-
prinsip Islam dalam spekulasi, proyeksi, dan investasi
melalui pendidikan dan penyuluhan. Hal ini dapat dilakukan
melalui seminar, pelatihan, dan literatur yang memadai.

b. Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah: Perlu
dikembangkan instrumen keuangan syariah yang inovatif
dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk memfasilitasi
kegiatan investasi yang halal dan berkelanjutan.

c. Kolaborasi dan Kemitraan: Penting untuk membangun
kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, lembaga
keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk
mengimplementasikan ~ prinsip-prinsip  Islam  dalam
spekulasi, proyeksi, dan investasi secara efektif.

Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan
peluang yang ada, implementasi prinsip-prinsip Islam dalam
spekulasi, proyeksi, dan investasi memiliki potensi untuk
membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Muslim dan
ekonomi secara keseluruhan. Dengan mengikuti strategi dan
rekomendasi yang tepat, umat Muslim dapat mencapai tujuan
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ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran
agama.

Penutup dan Kesimpulan

Investasi dalam Islam bukan hanya diperbolehkan
tetapi juga dianjurkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip  syariah. Prinsip-prinsip investasi dalam Islam
mengarah pada penempatan dana dalam proyek atau usaha
yang halal, tanpa melanggar larangan riba, maysir, dan gharar.
Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas mengenai investasi
yang sesual dengan ajaran Islam, dengan menekankan
pentingnya takwa, pengertian bahwa hanya Allah yang
mengetahui masa depan, dan perumpamaan bagi orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah. Investasi yang dilakukan
dengan niat baik dan wuntuk kepentingan umat dapat
memberikan hasil yang berlipat ganda.

Dalam implementasi prinsip-prinsip Islam dalam
spekulasi, proyeksi, dan investasi, terdapat tantangan yang
perlu diatasi, seperti kesesuaian dengan prinsip syariah,
keterbatasan  pengetahuan, dan tingginya risiko dan
ketidakpastian. Namun, implementasi prinsip-prinsip Islam
juga menawarkan berbagai peluang, seperti kehalalan investasi,
pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan
peluang yang ada, diperlukan strategi dan rekomendasi yang
tepat, seperti pendidikan dan penyuluhan tentang prinsip-
prinsip Islam dalam ekonomi, pengembangan instrumen
keuangan syariah yang inovatif, dan membangun kolaborasi
antara berbagai pihak terkait.
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Dengan demikian, investasi dalam Islam dapat
memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi umat Muslim
jika dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah,
niat yang baik, dan manajemen risiko yang tepat.
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BAB 5
KETENTUAN SYARIAH PADA PASAR KEUANGAN
Oleh: Ali Muhajir, SE.,MM

A. Pasar keuangan

Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan
bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat
melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk
sekuritas keuangan (seperti saham dan obligasi). Dikutip dari
laman Otoritas Jasa Keuangan, definisi pasar keuangan adalah
penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk
pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat
berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Pasar keuangan
merujuk secara luas ke pasar mana pun di mana perdagangan
sckuritas terjadi, termasuk pasar saham, pasar obligasi, pasar
valas, dan pasar derivatif. Dilansir dari Investopedia, pasar
keuangan dibuat dengan membeli dan menjual berbagai jenis
instrumen keuangan termasuk ekuitas, obligasi, mata uang, dan
derivatif.

Apabila pasar keuangan gagal, maka sektor pereckonomian
bisa mengalami gangguan, seperti resesi (kelesuan dalam
perdagangan) yang bisa berakibat melonjaknya angka
pengangguran. Pasar keuangan harus transparan dan efektif,
karena mengelola dana atau keuangan yang dibutuhkan
perusahaan atau pun individu. Pasar keuangan berbeda dengan
pasar uang, karena pasar uang merupakan bagian dari pasar
keuangan yang lebih berfokus pada penyediaan instrumen
keuangan jangka pendek.
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B. Transaksi Riba yang Dilarang

Transaksi riba atau bunga dilarang dalam prinsip-
prinsip ekonomi syariah karena dianggap melanggar aturan
Islam yang mengharamkan praktik memperoleh keuntungan
dari pinjaman uang. Beberapa transaksi riba yang dilarang
meliputi:
1. Riba Qard (Pinjaman dengan Bunga)

Transaksi ini terjadi ketika seseorang memberikan
pinjaman uang kepada pihak lain dengan persyaratan
pembayaran bunga tambahan. Bunga ini dianggap sebagai
tambahan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip-
prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

2. Riba Fadl (Bunga dalam Barang)

Riba Fadl terjadi ketika terdapat penambahan nilai atau
keuntungan tambahan dalam transaksi pertukaran barang
yang diharuskan dilakukan secara kontan. Hal ini
melibatkan keuntungan tambahan yang dianggap tidak adil
dan dilarang dalam Islam.

3. Riba Nasi'ah (Bunga Tertunda)

Riba Nasi'ah terjadi jika terdapat penambahan bunga
atau keuntungan tambahan pada pembayaran yang
tertunda. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam transaksi
dan dianggap melanggar prinsip keadilan ekonomi Islam.

4. Riba Jali (Bunga Tersembunyi)

Riba Jali melibatkan penyisipan atau penyembunyian
bunga dalam suatu transaksi tanpa pengetahuan pihak yang
terlibat. Ini dianggap tidak jujur dan bertentangan dengan
prinsip transparansi dalam Islam.
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5. Riba Mungati' (Bunga yang Terputus)

Riba Mungqati' terjadi ketika bunga atau keuntungan
tambahan dikenakan pada pembayaran yang terputus atau
tertunda. Praktik ini dianggap merugikan dan melanggar
prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Penting untuk diingat bahwa prinsip riba juga
melibatkan praktek-praktek yang menciptakan ketidaksetaraan
atau ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu,
praktik-praktik tersebut harus dihindari agar sesuai dengan
prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan,
kebersamaan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

C. Transaksi Maysir yang Dilarang

Maysir merupakan jenis transaksi permainan yang di
dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah
materi dari pihak yang kalah. Istilah maysir dapat diartikan juga
sebagal perjudian atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini
juga termasuk dalam kategori dosa besar mengingat Islam
sangat melarang adanya praktik perjudian. Ciri-ciri umum dari
transaksi maysir adalah unsur spekulatif, berupa pengumpulan
harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa
pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta dari
pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya
dapat dirasakan oleh satu pihak saja.
Dalam konteks keuangan, maysirartinya peluang seseorang
untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah
harta milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi
yang didasarkan pada tebakan semata. Praktik maysir sangat
diharamkan dalam agama Islam. Berikut adalah beberapa

contoh transaksi Maysir yang dilarang:
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. Perjudian dan Lotre:

Partisipasi dalam perjudian dan lotre dianggap sebagai
bentuk Maysir karena melibatkan spekulasi yang tinggi dan
ketidakpastian ekstrem. Islam melarang segala bentuk
perjudian karena dapat merugikan individu dan masyarakat
secara keseluruhan.

. Transaksi Spekulatif Tanpa Dasar Ekonomi:

Transaksi keuangan yang didasarkan pada spekulasi
tanpa dasar ckonomi yang kuat dan relevan dianggap
sebagai Maysir. Ini termasuk aktivitas yang mengandung
risiko tinggi tanpa pertimbangan yang cermat terhadap
dampaknya.

. Pasar Modal yang Rentan terhadap Manipulasi:

Transaksi di pasar modal yang rentan terhadap
manipulasi harga dan informasi dianggap sebagai Maysir.
Hal ini mencakup praktik-praktik seperti penyebaran
informasi palsu atau pengaruh pasar secara tidak adil.

. Kontrak Asuransi yang Bersifat Maysir:

Beberapa kontrak asuransi konvensional yang memiliki
karakteristik Maysir, seperti polis dengan pembayaran
premi yang tidak wajar atau keuntungan yang tidak
sebanding dengan risiko yang diambil, dianggap sebagai
Maysir dan dilarang dalam Islam.

. Derivatif Keuangan yang Berlebihan:

Transaksi derivatif keuangan yang melibatkan tingkat
spekulasi yang tinggi dan ketidakpastian berlebihan dapat
dianggap sebagai Maysir. Islam menekankan pentingnya
kehati-hatian dan etika bisnis dalam transaksi keuangan.
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D. Transaksi Gharar yang Dilarang
Dalam bahasa Arab, gharar memiliki arti Al-Khatr
(pertaruhan). Syaikh As-Sadi menyebutkan bahwa gharar juga
dapat diartikan sebagai Al-Mikhatharah (pertaruhan) dan Al-
Jahalah (ketidakjelasan). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa jual beli gharar adalah jual beli yang tidak
pasti, tidak jelas, dan mengandung perjudian. Jual beli gharar
diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain
dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah
satu pihak).
Hal ini juga dicantumkan dalam Al-Qur’an surat An-
Nisa [4] ayat 29. Secara garis besar, surat ini menjelaskan
tentang larangan saling memakan harta seseorang melalui cara
yang bathil. Melalui penjabaran tersebut, kita dapat
menyimpulkan bahwa praktik jual beli gharar merupakan
pelanggaran dalam prinsip Syariah. Oleh karena itu, kita perlu
mengatasinya dengan mengetahui macam-macam bentuk
gharar dan contoh kasusnya dalam transaksi ekonomi.
Transaksi Gharar, yang merujuk pada ketidakpastian
berlebihan dalam suatu transaksi, juga dihindari dalam prinsip-
prinsip ekonomi syariah karena dianggap melanggar prinsip
keadilan dan kehati-hatian dalam bisnis. Berikut adalah
beberapa contoh transaksi Gharar yang dilarang:
1. Transaksi Jual Beli dengan Ketidakpastian yang Ekstrem
Jual beli yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, di
mana salah satu pihak memiliki informasi lebih dari yang
lain, dapat dianggap sebagai Gharar. Hal ini melibatkan
risiko yang tidak dapat dikelola dengan baik dan dapat
merugikan salah satu pihak secara tidak adil.
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2. Transaksi Jual Beli dengan Syarat yang Tidak Jelas atau
Berlebihan
Transaksi jual beli yang melibatkan syarat-syarat yang
tidak jelas atau berlebihan dapat dianggap sebagai Gharar.
Misalnya, menetapkan syarat-syarat yang tidak realistis atau
sulit dipenuhi oleh salah satu pihak.
3. Kontrak yang Mengandung Ketidakpastian yang Tidak
Diperlukan
Kontrak yang mengandung ketidakpastian yang tidak
diperlukan dan dapat dihindari dianggap sebagai Gharar.
Hal ini melibatkan risiko yang tidak sesuai dengan manfaat
ekonomi yang diperoleh dari transaksi tersebut.
4. Kontrak yang Melibatkan Objek atau Nilai yang Sulit
Ditentukan
Gharar juga dapat terjadi jika objek atau nilai dalam
suatu kontrak sulit ditentukan dengan jelas. Ini dapat
menciptakan ketidakpastian yang berlebihan dan tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
5. Penyimpangan dari Prinsip Kejelasan dan Keberlanjutan
dalam Kontrak
Kontrak-kontrak yang menyimpang dari prinsip
kejelasan  dan  keberlanjutan  dapat  menciptakan
ketidakpastian berlebihan dan dianggap sebagai Gharar.
Prinsip-prinsip tersebut ditekankan dalam Islam untuk
mencegah transaksi yang merugikan salah satu pihak.

E. Larangan Investasi pada Usaha Haram

Islam merupakan agama yang senantiasa mengajarkan
kebaikan dan mendorong manusia untuk terus memilih yang
terbaik dalam beragam aspek kehidupan. Jadi, Islam tidak
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hanya fokus pada sesuatu yang berkaitan dengan ibadah saja,
tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah.
Itulah sebabnya, kita mungkin kerap mendengar istilah
ekonomi yang sering dihubungkan dengan keuangan syariah.
Ekonomi keuangan syariah sendiri berarti suatu sistem
ckonomi dan keuangan yang sesuai dengan hukum islam,
termasuk di dalamnya adalah investasi.

Investasi dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang
mengandung risiko, karena memiliki unsur ketidakpastian. Hal
ini berarti perolehan kembali (return) dalam investasi itu tidak
dapat dipastikan dan bersifat tidak tetap. Itulah mengapa, kita
harus hati-hatt dalam memilih investasi, Jangan sampai
investasi yang dipilih bertentangan dengan syariat Islam.

Larangan investasi pada usaha haram adalah bagian
integral dari  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah, yang
menckankan pentingnya kepatuhan pada nilai-nilai Islam
dalam setiap aspek kehidupan, termasuk investasi. Berikut
adalah beberapa penjelasan dan contoh larangan investasi pada
usaha haram:

1. Definisi Usaha Haram
Usaha haram mencakup segala bentuk kegiatan yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti produksi
atau perdagangan alkohol, daging babi, perjudian,
pornografi, dan kegiatan yang melanggar hukum atau etika
Islam.
2. Larangan Investasi pada Usaha Riba
Investasi pada usaha yang melibatkan praktik riba
(bunga) dilarang dalam Islam. Ini mencakup investasi pada
lembaga keuangan konvensional yang mengenakan atau
terlibat dalam praktik bunga.
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3. Larangan Investasi pada Industri Alkohol dan Miras

Investasi pada industri pembuatan, distribusi, atau

penjualan alkohol dan miras dianggap sebagai usaha haram
karena alkohol diharamkan dalam Islam.
4. Larangan Investasi pada Perjudian
Investasi pada industri perjudian, termasuk kasino dan
platform perjudian online, dilarang karena perjudian
dianggap merugikan dan tidak adil dalam Islam.
5. Larangan Investasi pada Industri Pornografi
Investasi pada industri pornografi dilarang karena
dianggap merusak moral dan nilai-nilai keluarga dalam
Islam.
6. Larangan Investasi pada Usaha yang Melanggar Hukum
Islam
Investasi pada usaha yang melanggar hukum atau etika
Islam, seperti bisnis yang mendukung korupsi, pengelolaan
yang tidak adil terhadap pekerja, atau pencemaran
lingkungan, juga dilarang.

Penting untuk mencari nasihat dari ahli ekonomi
syariah atau penasihat keuangan Islam untuk memastikan
bahwa investasi yang dipertimbangkan sesuai dengan prinsip-
prinsip ekonomi syariah dan tidak melibatkan usaha yang
diharamkan dalam Islam.

F. Lembaga Pengawasan Syariah

Lembaga Pengawasan Syariah memiliki peran penting dalam
menjaga kepatuhan dan integritas lembaga keuangan syariah
serta memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan
prinsip-prinsip keuangan Islam. Lembaga Pengawasan Syariah

adalah badan atau organisasi yang bertanggung jawab untuk
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memastikan bahwa lembaga keuangan atau entitas bisnis

lainnya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi

syariah. Fungsi lembaga ini mencakup audit, pemantauan, dan

penetapan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam

transaksi dan operasi perusahaan. Berikut adalah beberapa

contoh lembaga pengawasan syariah yang umumnya ada di

berbagai negara dengan ekonomi syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board)
Fungsinya:

a) Menyusun dan menetapkan kebijakan syariah yang akan
diterapkan oleh lembaga keuangan.

b) Melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan
produk dan layanan terhadap prinsip-prinsip syariah.

¢) Memberikan fatwa dan panduan syariah kepada manajemen
lembaga keuangan.

2. Otoritas Pengawasan Syariah  (Shariah ~ Supervisory
Authority)
Fungsinya:

a) Menetapkan pedoman dan standar syariah untuk lembaga
keuangan di tingkat nasional.

b) Mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan lembaga keuangan
terhadap ketentuan syariah.

¢) Memberikan lisensi atau sanksi terkait kepatuhan syariah.

3. Komite  Pengawasan  Syariah  (Shariah ~ Oversight
Committee)
Fungsinya:

a) Mengawasi dan mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip
syariah dalam produk dan layanan lembaga keuangan.

b) Menilai kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam
transaksi dan operasi harian.
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¢) Memberikan rekomendasi atau saran perbaikan jika
ditemukan pelanggaran syariah.

4. Lembaga Keuangan Syariah Nasional (National Shariah
Financial Institution)

Fungsinya:

a) Mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah di
tingkat nasional.

b) Menetapkan pedoman dan standar syariah yang harus
diikuti oleh lembaga keuangan.

¢) Memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip ekonomi syariah.

5. Departemen Pengawasan Syariah (Shariah Compliance
Department)

Fungsinya:

a) Melakukan audit internal dan eksternal untuk menilai
kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip
syariah.

b) Menyusun laporan dan merekomendasikan perbaikan atau
tindakan korektif.

¢) Berfungsi sebagai lembaga penyuluhan dan pelatihan untuk
meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip
syariah.

6. Badan Akreditasi Syariah (Shariah Accreditation Body).
Fungsinya:

a) Memberikan akreditasi kepada produk dan layanan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b) Menyusun dan memperbarui standar syariah untuk berbagai
sektor ekonomi.

¢) Memfasilitasi kerjasama antar lembaga keuangan dan
pemangku kepentingan terkait syariah.
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Setiap negara dengan sistem keuangan berbasis syariah
mungkin memiliki struktur lembaga pengawasan syariah yang
berbeda sesuai dengan regulasi dan kebijakan ekonomi syariah
yang berlaku di negara tersebut. Penting untuk memahami
peran dan fungsi lembaga pengawasan syariah dalam konteks
spesifik negara atau wilayah tertentu.

G. Proses Audit Syariah

Kebutuhan atas kepastian pemenuhan syariah ini
mendorong munculnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah.
Dalam hal ini, auditor syariah memegang peran krusial untuk
memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan pemenuhan
aspek syariah. Sehingga stakeholder merasa aman berinvestasi
dan dana yang dimiliki oleh LKS dapat dipastikan telah
dikelola dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Audit yang
ada saat ini merupakan bagian dari sistem keuangan
konvensional yang lebih menilai aspek ekonomi saja. Seiring
perkembangan keilmuan dan teknologi, aspek diluar ekonomi
mulai menjadi sorotan untuk dinilai dalam audit. Hal ini
ditandai dengan munculnya lingkup audit lain seperti
performance audit, social and enviromental audit dan saat ini
mulai berkembang pula audit syariah.

Proses audit syariah adalah serangkaian langkah yang
dilakukan wuntuk mengevaluasi kepatuhan suatu entitas
tethadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Proses ini
melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap kebijakan,
prosedur, transaksi, dan operasi entitas untuk memastikan
bahwa aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Berikut adalah tahapan umum dalam proses audit syariah:
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1. Perencanaan Audit
Penjelasan: Proses dimulai dengan perencanaan audit, di
mana tujuan dan cakupan audit ditentukan. Selama tahap
ini, auditor syariah juga harus memahami bisnis entitas,
struktur keuangan, dan transaksi utama yang akan diaudit.
Kegiatan:

a) Menyusun rencana audit syariah.

b) Mengidentifikasi risiko-risiko ~ syariah yang mungkin
dihadapi entitas.

¢) Menentukan ruang lingkup audit dan sumber daya yang
dibutuhkan.

2. Evaluasi dan Identifikasi Risiko Syariah
Penjelasan: Auditor syariah melakukan evaluasi risiko untuk
mengidentifikasi area-area di mana potensi pelanggaran
syariah dapat terjadi. Ini melibatkan penilaian terhadap
proses bisnis dan praktik bisnis yang dapat menciptakan
risiko ketidakpatuhan.
Kegiatan:

a) Menilai tingkat pemahaman manajemen terhadap prinsip-
prinsip syariah.

b) Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko syariah pada
tingkat transaksi dan operasional dan

¢) Menilai sistem kontrol dan kepatuhan terhadap pedoman
syariah.

3. Pelaksanaan Audit
Penjelasan: Auditor melaksanakan audit sesuai dengan
rencana yang telah disusun. Ini melibatkan pemeriksaan
dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan
pengumpulan bukti untuk mendukung evaluasi kepatuhan.
Kegiatan:
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Mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti yang relevan
terkait transaksi dan kebijakan.

b) Melakukan wawancara dengan manajemen dan personel

S

a)

yang terlibat.

Melakukan pengujian dan pembandingan terhadap prinsip-
prinsip syariah.

Evaluasi Kepatuhan

Penjelasan: Auditor mengevaluasi tingkat kepatuhan entitas
terthadap prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup penilaian
terhadap setiap temuan yang diidentifikasi selama audit.
Kegiatan:

Menilai kepatuhan transaksi dan kebijakan terhadap
prinsip-prinsip syariah.

b) Menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan dan

)

C.

rekomendasi.
Memberikan feedback kepada manajemen tentang tingkat
kepatuhan dan kualitas sistem kontrol syariah.

. Pelaporan Hasil Audit

Penjelasan: Hasil audit dan temuan diaudit disampaikan
dalam laporan audit syariah. Laporan ini harus memberikan
gambaran yang jelas tentang tingkat kepatuhan dan
rekomendasi untuk perbaikan.

Kegiatan:

Menyusun laporan audit syariah yang mencakup temuan,
analisis risiko, dan rekomendasi.

Menyampaikan laporan kepada manajemen entitas dan
dewan pengawas syariah.

Memberikan penjelasan atau klarifikasi jika diperlukan.



91

6. Tindak Lanjut:
Penjelasan: Setelah laporan audit disampaikan, entitas harus
mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki
kekurangan atau ketidakpatuhan yang diidentifikasi selama
audit.
Kegiatan:
a. Manajemen merespons laporan audit dan merencanakan
tindakan perbaikan.
b. Menyusun rencana perbaikan dan
mengimplementasikannya.
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas perbaikan
yang telah dilakukan.
Proses audit syariah membutuhkan keahlian khusus dalam
prinsip-prinsip keuangan Islam dan praktik bisnis syariah.
Auditor syariah harus memastikan bahwa audit dilakukan
secara cermat dan teliti untuk memastikan integritas dan
kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah.

H.Peran Lembaga Keuangan Syariah

Peran strategis lembaga keuangan dalam pembangunan
ekonomi rakyat khususnya pada ekonomi syariah terus
ditingkatkan  karena mempertimbangkan peluang dan
tantangan pada era financial digital. Jika dibandingkan dengan
negara tetangga seperti Malaysia, pembangunan ekonomi
syariah di Indonesia harus semakin di gencarkan agar dapat
bersaing dengan lembaga keuangan konvensional bahkan
lembaga keuangan syariah pada negara tetangga. Oleh karena
itu, lembaga keuangan harus terus memperkuat agar dapat
meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi
syariah.
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Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu
lembaga yang dapat membantu membangun perekonomian
Indonesia pada bidang finansial berbasis syariah. Lembaga
Keuangan Syariah memiliki peran penting dalam ekonomi
Islam dan berfungsi sebagai alternatif bagi lembaga keuangan
konvensional. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga
keuangan syariah:

1. Pemenuhan Kebutuhan Keuangan Sesuai dengan Prinsip
Syariah
Lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk
dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
ekonomi syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah,
dan murabahah. Ini memungkinkan individu dan
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka
tanpa melibatkan praktik bunga (riba) atau aktivitas yang
diharamkan dalam Islam.

2. Pemberdayaan Ekonomi
Lembaga keuangan syariah berperan dalam pemberdayaan
ckonomi dengan memberikan akses keuangan kepada
sektor-sektor yang mungkin tidak terlayani oleh lembaga
keuangan konvensional. Pemberdayaan ekonomi melalui
pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah dapat
menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Investasi
Lembaga keuangan syariah dapat menjadi pendorong
investasi dalam pembangunan infrastruktur dan proyek-
proyek  ekonomi yang mendukung pertumbuhan
berkelanjutan. Melalui pembiayaan syariah seperti sukuk
dan pembiayaan proyek, lembaga ini dapat berkontribusi
pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
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. Pengentasan Kemiskinan:

Lembaga keuangan syariah memiliki peran dalam
pengentasan kemiskinan dengan menyediakan pembiayaan
mikro dan program-program zakat yang mendukung usaha
kecil dan masyarakat yang kurang mampu. Program ini
dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan pendapatan masyarakat.

. Pengelolaan Risiko secara Etis

Lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk
mengelola risiko secara etis, mengikuti prinsip keadilan dan
keberlanjutan. Model keuangan syariah seperti mudharabah
dan musyarakah menekankan kerjasama dan pembagian
risiko antara pihak-pihak yang terlibat.

. Inklusi Keuangan

Lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan
inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan bagi
masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem
keuangan konvensional. Ini mencakup pembiayaan
perumahan, pendidikan, dan kebutuhan keuangan lainnya.

. Pendanaan Berbasis Tanggung Jawab Sosial

Lembaga keuangan syariah seringkali ~menekankan
pendanaan berbasis tanggung jawab sosial (CSR) yang
sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan dan investasi di
sektor-sektor yang berkontribusi pada keberlanjutan dan
kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari tanggung
jawab sosialnya.

. Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah di Pasar Keuangan
Global

Lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemain
signifikan di  pasar keuangan global, memperluas
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jangkauannya dan menawarkan produk-produk syariah
kepada pelanggan di berbagai negara. Ini membantu
menyebarkan  konsep keuangan syariah di tingkat
internasional.
Peran lembaga keuangan syariah sangat berkaitan dengan
penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi dan
keuangan. Lembaga ini berkomitmen untuk menyediakan
solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
menjadikannya alternatif yang semakin penting di pasar global.

I. Tantangan Pasar Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan
yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana
dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk
dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.1
Sesuai sasaran dimaksud, sistem keuangan syariah diharapkan
bisa mencapai tujuan-tujuan pemenuhan dasar, pertumbuhan
ekonomi yang optimal, perluasan kesempatan ketja, pemeratan
distribusi pendapatan, dan stabilittas ekonomi. Selain itu, juga
diharapkan dapat memberi dampak yang kuat terhadap
kesehatan perekonomian. Seluruh transaksi dalam kegiatan
keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam
dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan
oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan
Syariah Nasional (DSN-MUI),

Tantangan pasar keuangan syariah mencakup sejumlah
faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan sektor keuangan yang berbasis prinsip-prinsip
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Islam. Berikut adalah gambaran umum tentang beberapa

tantangan utama yang dihadapi oleh pasar keuangan syariah:

1. Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat:

a) Tantangan: Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman
masyarakat terkait prinsip-prinsip dan produk keuangan
syariah.

b) Dampak: Menghambat pertumbuhan pasar keuangan
syariah karena masyarakat mungkin lebih memilih produk
keuangan konvensional karena kurangnya pemahaman.

2. Regulasi dan Kebijakan:

a) Tantangan: Kekurangan regulasi yang jelas dan konsisten
dalam beberapa yurisdiksi, yang dapat menciptakan
ketidakpastian hukum.

b) Dampak: Membatasi pertumbuhan dan kepercayaan
investor terhadap pasar keuangan syariah.

3. Inovasi Produk dan Layanan:

a) Tantangan: Keterbatasan inovasi produk dan layanan dalam
pasar keuangan syariah dibandingkan dengan pasar
keuangan konvensional.

b) Dampak: Mungkin sulit untuk menarik investor dan
pesaing yang mencari inovasi dan fleksibilitas

4. Pengelolaan Risiko dan Keuangan:

a) Tantangan: Kesulitan dalam menilai risiko, terutama karena
kebanyakan instrumen keuangan syariah memiliki struktur
yang lebih kompleks.

b) Dampak: Membatasi daya tarik bagi investor yang
memerlukan penilaian risiko yang jelas.
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5. Infrastruktur dan Teknologi yang Terbatas:

a) Tantangan: Keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang
mendukung kegiatan keuangan syariah.

b) Dampak: Menyulitkan operasional dan meningkatkan
tantangan dalam menyediakan layanan keuangan syariah
secara efisien.

6. Pengembangan Pasar Modal Syariah:

a) Tantangan: Kurangnya perkembangan pasar modal syariah
yang komprehensif.

b) Dampak: Menyulitkan bagi perusahaan untuk memperoleh
pembiayaan melalui instrumen pasar modal syariah.

7. Persepsi Risiko dan Keamanan:

a) Tantangan: Persepsi risiko dan keamanan yang mungkin
lebih tinggi terhadap produk keuangan syariah.

b) Dampak: Investor mungkin enggan mengambil risiko yang
dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan produk
konvensional.

8. Pelatihan dan Sumber Daya Manusia:

a) Tantangan: Kekurangan tenaga kerja yang terlatih dalam
bidang keuangan syariah.

b) Dampak: Menyulitkan untuk menyediakan layanan
keuangan syariah yang berkualitas dan dapat mempengaruhi
keberlanjutan pertumbuhan sektor.

9. Ketergantungan pada Suku Bunga:

a) Tantangan: Ketergantungan pada struktur keuangan yang
seringkali terkait dengan suku bunga konvensional.

b) Dampak: Menghadapi kesulitan dalam mengelola risiko
suku bunga dan menyusun produk yang sesuai dengan
prinsip keuangan syariah.
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Meskipun pasar keuangan syariah ~menghadapi
sejumlah tantangan, prospeknya tetap positif seiring dengan
meningkatnya kesadaran, dukungan pemerintah, dan upaya
untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Masyarakat
global semakin menyadari nilai dan potensi pertumbuhan
pasar keuangan syariah, yang dapat menjadi alternatif yang
berkelanjutan dan etis dalam sistem keuangan global.

J. Prospek Pasar Keuangan Syariah
Industri  keuangan syariah Indonesia menyimpan
potensi yang sangat besar. Dengan kondisi literasi dan

inklusi yang terbilang rendah, total asetnya telah berada di

posisi ke-7 secara global. Prospek pasar keuangan syariah

menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring dengan
meningkatnya kesadaran akan prinsip-prinsip keuangan Islam
dan permintaan yang terus berkembang dari masyarakat

Muslim. Beberapa faktor yang mendukung prospek positif

pasar keuangan syariah meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi

a) Prospek: Pasar keuangan syariah memiliki potensi
pertumbuhan yang besar karena dapat mendukung
pembangunan ckonomi berkelanjutan sesuai  dengan
prinsip-prinsip Islam.

b) Dampak: Dapat menjadi pendorong utama bagi
pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan populasi
mayoritas Muslim.

2. Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi:

a) Prospek:  Peningkatan  inklusi  keuangan  dengan
menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang
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sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan
konvensional.

b) Dampak: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memberdayakan kelompok yang kurang mampu.

3. Dukungan Pemerintah dan Perkembangan Infrastruktur:

a) Prospek: Banyak pemerintah yang memberikan dukungan
untuk pengembangan pasar keuangan syariah melalui
kebijakan dan regulasi yang mendukung,.

b) Dampak: Meningkatkan kepercayaan dan menarik lebih
banyak pelaku pasar.

4. Inovasi Produk dan Layanan serta Kolaborasi dengan
Lembaga Keuangan Konvensional:

a) Prospek: Peluang untuk mengembangkan inovasi produk
dan layanan yang lebih beragam dan menarik bagi investor
dan nasabah, serta kolaborasi antara lembaga keuangan
syariah dan konvensional.

b) Dampak: Meningkatkan daya saing dan atraktifitas pasar
keuangan syariah.

5. Pengembangan Pasar Global dan Potensi Investasi:

a) Prospek: Meningkatnya pengembangan pasar keuangan
syariah secara global, membuka peluang investasi di
berbagai negara.

b) Dampak: Memperluas aksesibilitas dan mendukung
pertumbuhan pasar keuangan syariah.

6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

a) Faktor: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
prinsip-prinsip keuangan syariah.

b) Dampak: Mendorong permintaan untuk produk dan
layanan keuangan syariah, terutama dari segmen pasar yang
lebih sadar nilai.
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7. Perkembangan Fintech Syariah:

a) Faktor: Pertumbuhan fintech syariah dan pemanfaatan
teknologi untuk menyediakan layanan keuangan berbasis
syariah.

b) Dampak: Memperluas aksesibilitas dan meningkatkan
efisiensi layanan keuangan syariah.

8. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Konvensional:

a) Faktor: Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan
konvensional.

b) Dampak: Meningkatkan likuiditas dan mendukung
pengembangan produk keuangan syariah yang lebih
inovatif.

9. Pengaruh ESG (Environmental, Social, and Governance):

a) Faktor: Peningkatan kesadaran akan faktor lingkungan,
sosial, dan tata kelola yang baik dalam investasi syariah.

b) Dampak: Memberikan dorongan tambahan bagi lembaga
keuangan syariah untuk mengintegrasikan prinsip ESG
dalam produk dan layanan mereka.

Meskipun prospek pasar keuangan syariah tampak
positif, tantangan seperti perluasan regulasi, edukasi lebih
lanjut, dan pengelolaan risiko tetap menjadi fokus untuk
mencapal pertumbuhan yang berkelanjutan. Peningkatan
kerjasama antar lembaga keuangan syariah dan pendukungnya,
bersama dengan inovasi berkelanjutan, akan memainkan peran
penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.
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BAB 6
PEMBIAYAAN MUDHAROBAH
Oleh: Erwan Setyanoor

A. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti 7-belive i trust
(saya percaya) atau saya menaruh kepercayaan. Maksud
menaruh kepercayaan disini adalah nasabah sebagai mudharib
diberi kepercayaan oleh bank sebagai shahibul mal untuk
menjalankan amanah berupa pemanfaatan dana yang
disalurkan oleh pemberi dana untuk digunakan dengan benar
dan adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas
serta saling menguntungkan dua pihak.

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun
1998, dijelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah adalah
penyediaan uang atau yang diserupakan berupa tagihan, hal ini
disepakati bersama oleh bank dan nasabah yang nanti akan
menjadi mitra akad yang mana nasabah nanti akan
mengembalikan dana dengan imbalan sesuai kesepatan dalam
jangka waktu tertentu. Mahriani. (2019:74)

Pembiayaan menurut penulis sendiri adalah suatu
bentuk permodalan satu pihak atau lembaga kepada pihak lain
yang bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan, baik sebagai
hal-hal konsumtif atau investasi kepada suatu usaha.

1. Jenis pembiayaan
Pada bank syariah penyaluran dana berupa pembiayaan
dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:
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Sifat penggunaanya

. Pembiayaan produktif

Penyaluran dana yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produksi, peningkatan produksi/ usaha atau
investasi, pembiayaan macam ini dibagi menjadi dua yaitu
(1). pembiayaan modal kerja (2). Pembiayaan investasi.

. Pembiayaan konsumtif

Jenis  pembiayaan diberikan untuk  memenuhi
kebutuhan konsumsi yang mana berangsur-angsur dapat
habis untuk agar terpenuhinya kebutuhan tersebut.
Pembiayaan yang tergolong konsumtif adalah pembelian
kendaraan, perumahan pribadi, alat rumah tangga.

Dilihat dari jangka waktunya
Short term financing (jangka pendek)

Jenis pembiayaan ini berjangka waktu satu tahun atau
musiman
Intermediate term financing (jangka menengah)

Pembiayaan merupakan salah satu produk penyaluran
dana yang ada pada bank syariah, dalam sistem bank
konvensional dikenal dengan istilah kredit, berdasarkan
Undang-undang no 10 tahun 1998 mengenai perbankan
menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak yang dibiayai agar mengembalikan
uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu
dengan imbalan berupa bagi hasil. Aravick, Hamzani(2021:
98-99)
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Menurut undang-undang perbankan syariah no 21
tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli
dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam
dan istishna

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan
qardh

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk
transaksi multi jasa

Pembiayaan pada perbankan dibagi menjadi dua yaitu,
pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, pembiayaan
konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan, sedangkan pembiayaan  produktif  adalah
pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
produktif dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik
usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Berdasarkan tujuannya pembiayaan dibagi menjadi tiga,
pettama return bearing financing yaitu bentuk pembiayaan yang
secara komersil menguntungkan, saat pemilik modal mau
menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan
keuntungan, kedua return free financing yaitu bentuk
pembiayaan yang tidak mencari keuntungan dan lebih
ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketiga
charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang
diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga
tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.
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2. Karakteristik Pembiayaan Bank Syariah Adalah
Sebagai Berikut:

a. Akad pembiayaan erat dengan barang atau jasa dalam

sektor riil

Akad bersifat non ribawi

Akad tidak mengandung gharar

Akad tidak mengandung maisir

Uang mengikuti alur barang dan jasa

Dana digunakan lebih terkontrol

Menggunakan dana guasi equality bukan utang

Akad mudharabah adalah akad yang berbagi risiko bukan

risk transfer

50 Mmoo T

—

Bersifat amanah dan menepati janji. Arivik, Hamzani.
(2021: 105-106)

B. Konsep Mudharabah

Berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan,
yaitu  proses seseorang memukulkan kakinya dalam
menjalankan usahanya. pembiayaan mudharabah adalah
pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak
lain untuk suatu usaha yang produktif.

Menurut pasal 20 ayat 4 kompilasi hukum ekonomi
syariah, akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik
dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Nisbah ini
merupakan imbalan yang berhak diterima kedua belah pihak
yang melakukan akad mudharabah, mudharib (pengelola)
mendapatkan hasil atas kerja, sedangkan shahibul mal
mendapat hasil atas penyertaan modalnya.
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Secara teknis akad mudharabah adalah akad kerjasama
usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama
berkontribusi 100% untuk modal, sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi
menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
Sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh
pemilik modal, namun jika kerugian tersebut terjadi karena
kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pihak
pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Yuspin, putri, (2020, 25)

Jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud
dengan mudharabah adalah suatu akad kerjasama para mitra
akad dalam menjalankan suatu usaha, yang mana satu pihak
bertindak sebagai penyedia sekaligus penyalur dana lalu pihak
lain sebagai pengelola dana dengan cara menjalankan bisnis/
usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang disepakati
dan kerugian yang disepakati. Aplikasi mudharabah pada
perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk
pembiayaan dan  pendanaan, pada sisi pembiayaan
mudharabah dilakukan untuk pembiayaan modal kerja,
perdagangan dan jasa, investasi khusus yang mana dananya
khusus disalurkan khusus dengan syarat-syarat tertentu yang
telah ditetapkan shahibul mal.

Bagi hasil menjadi instrumen dalam akad mudharabah
merupakan hal yang vital agar nasabah tertarik melakukan
investasi pada bank syariah. Metode bagi hasil yang ada di
indonesia dibagi menjadi 2 prinsip, yaitu: profit sharing dan
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revenue  sharing'. Berikut adalah langkah-langkah —dalam

menetapkan bagi hasil:

1. Rasio bagi hasil dibuat pada awal akad dengan patokan
bahwa usaha dapat mengalami untung rugi

2. Rasio bagi hasil besarnya ditentukan atas dasar keuntungan
yang diperoleh

3. Pembagian bagi hasil harus atas dasar sepakat dan ridha
para mitra akad

4. Sekiranya usaha tidak mendapatkan untung, maka masing-
masing mitra menanggung kerugiannya masing-masing

5. Rasio bagi hasil meningkat dengan meningkatnya jumlah
keuntungan.

Prinsip revenne sharing adalah pola bagi hasil yang
diberlakukan oleh bank syariah di indonesia. Bank syariah
berperan ganda dalam hal ini sebagai pengelola dana sekaligus
pemilik dana. Apabila bank syariah hanya sebagai pengelola
dana, maka biaya-biaya operasional akan menjadi tanggungan
bank syariah, sebaliknya jika bank syariah sebagai shahibul mal
maka biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh nasabah
sebagai mudharib.

Untuk memudahkan pemahaman dengan pola revenue
sharing dapat diilustrasikan sebagai berikut, misalnya: nisbah
yang disepakati adalah sebesar 5% untuk bank syariah dan
95% untuk mudharib, apabila pendapatan yang diperoleh
sebesar Rp 100.000.000,-, maka nasabah membayarkan 5%

! Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang

didasarkan pada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum
dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan
keuntungan. Sementara profit sharing adalah perhitungan bagi hasil
didasarkan pada nett dari total pendapatan setelah dikurangi dengan
biaya yang dikeluarkan.
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(sebesar Rp 5.000.000) sebagai keuntungan kepada bank
syariah. Bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah

dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi
dengan biaya-biaya. Arifin (2021,15)

1. Mudharabah Dan Pembagiannya

Secara umum mudharabah dibagi menjadi 2 macam,
yaitu sebagai berikut: Nikensari (2012: 130-132)
a. Mudharabah mutlaqah

Dalam mudharabah mutlagah tidak ada pembatasan
bagi bank dalam menggunakan dana yang dhimpun, nasabah
tidak memberi syarat kepada segmen apa dana harus
digunakan atau menetapkan syarat agar dananya hanya untuk
nasabah tertentu, bank memiliki kebebasan penuh dalam hal
penyaluran yang diperkirakan akan menguntungkan
b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah onz  balance  sheet.  Jenis
mudharabah ini dapat dikatakan bahwa mudharabah ini
kebalikan  dari mudharabah  sebelumnya, mudharabah
mugqayyadah merupakan simpanan khusus, pihak penyimpan
dana menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi bank, misal
disyaratkan hanya untuk bisnis tertentu dengan syarat tertentu
dan hanya nasabah tertentu.
Mudharabah muqayyadah off balance sheet

Penyaluran dana dengan prinsip mudharabah ini
langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai
intermediasi yang mempertemukan pemilik modal dengan
pelaku usaha (Ojk.go.id)
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2. Rukun mudharabah
a. Mitra akad
Pelaku atau mitra akad dalam mudharabah berjumlah
minimal dua orang, pelaku utama sebagai pemilik modal,
sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha
b. Objek mudharabah
Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang
dilakukan para mitra akad, pemilik modal menyerahkan
modal sebagai objek mudharabah sedangakan pelaku usaha
menyerahkan kerjanya sebagai objek, modal yang diberikan
bisa berbentuk wuang atau barang yang telah dirinci,
sedangkan pekerjaan yang diserahkan dapat berupa
keahlian, keterampilan dan se/ing skill
c. Persetujuan mitra akad
Para mitra akad harus secara rela bersepakat dalam
mengikatkan diri dalam akad mudharabah
d. Nisbah
Hal ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima
para mitra akad, nisbah diperlukan agar nanti tidak terjadi
perselisihan dalam memperoleh keuntungan.

3. Syarat Mudharabah
Beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait rukun di
atas sebagai berikut:

a. Mitra akad, haruslah orang-orang yang cakap bertindak
hukum dan cakap bertindak sebagai seorang dilegasi, karena
salah satu mitra akad akan mengelola harta adalah wakil dari
pemilik harta, hal ini menjadikan syarat-syarat seorang wakil
juga berlaku bagi pengelola harta dalam transaksi
mudharabah
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b. Modal, spesifikasinya dapat dirincikan dengan jelas agar
dapat dibedakan antara Modal dari perdagangan dan
keuntungan dari perdagangan yang dibagi pada dua pihak
sesuai kesepakatan kontrak

c. Usaha yang dijalankan, sesuatu yang tidak bertentangan
dengan syariat, norma dan undang-undang, seperti menjual
minuman beralkohol, usaha tempat judi.

d. Laba hasil usaha, menjadi milik bersama yang nanti dibagi
sesuai kesepakatan diawal kontrak, apabila pembagian laba
tidak jelas maka menurut ulama hanafiyah maka perjanjian
menjadi batal

e. Kesepakan para mitra akad untuk melaksanakan usahanya.

4. Dasar hukum mudharabah
Landasan hukum mudharabah bersumber dari al-quran
dan hadist, allah berfirman,

L LERVESL R T

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari tuhanmu (QS Al-Baqarah/2: 198)
ayat lain yang senada maknanya
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. dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari
sebagian karunia Allah... (QS Al-Muzammil/ 20)
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Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu
dimuka bumi dan carilah karunia Allah... (QS Al-jum’at/ 10)

2SS G U faisa) Al \-z.f/\:
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“hai orang-orang yang benman, ]anganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama
suka diantara kamu (Qs Annisa / 4: 29)

Sementara dalil hadis, dari shuhaib rasulullah
bersabda,” tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu
jual beli secara tangguh, mudharabah (muqaradhah), dan
mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,
bukan untuk dijual (Hr. Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Daruqutni Hakim Ibn Hazm apabila
memberikan modal kepada seseorang, dia mensyaratkan : harta
jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa
ke laut dan jangan dibawa menyebrang sungai, apabila kamu
lakukan salah satu dari larangan tersebut, maka harus

bertanggung jawab atas hartaku.
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Berdasarkan dalil-dalil sebelumnya, jumhur ulama
sepakat bahwa mudharabah akad yang diperbolehkan syariat.
Demikian juga para sahabat nabi telah berkonsensus terhadap
legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah.
Selain itu, hukum kebolehan mudharabah juga berdasarkan
qiyas atas kebolehan praktek akad musaqah (bagi hasil bidang
pertanian). Mufid, (2018: 4-0)

5. Fatwa DSN-MUI Tentang Mudharabah
Sebagai lembaga fatwa dalam bidang hukum ekonomi
syariah dsn-mui telah menerbitkan fatwa yang mengatur
sekaligus sebagai panduan bagi lembaga keuangan syariah
dalam mengaplikasikan produk-produk jasa perbankan, fatwa
tersebut sebagai berikut
a. Fatwa no. 07 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
mudharabah (qiradh)
b. Fatwa no. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas
nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
c. Fatwa no. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi
(ta’widh)

C. Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank
Syariah
Peran bank syariah dalam pembiayaan mudharabah
Mudharabah merupakan salah satu dari prinsip-prinsip
utama dalam sistem keuangan Islam yang memungkinkan
terjadinya kerjasama antara bank sebagai pemilik modal
(shahibul maal) dan pengusaha atau pelaku usaha sebagai
pengelola modal (mudharib). Berikut adalah penjelasan
mengenai peran bank syariah dalam pembiayaan mudharabah:
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1. Pemilik Modal (Shahibul Maal):

Bank syariah bertindak sebagai pemilik modal dalam
skema mudharabah. Modal yang diserahkan oleh bank dapat
berupa dana yang diperoleh dari nasabah atau investor yang
ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. S ebagai
pemilik modal, bank syariah bertanggung jawab atas risiko
kehilangan modal jika usaha yang didanai mengalami kerugian.
2. Pengelola Modal (Mudharib):

Pelaku usaha atau pihak yang mengelola modal dalam
pembiayaan mudharabah disebut mudharib. Mudharib
bertanggung jawab untuk mengelola modal secara efisien dan
memaksimalkan keuntungan. Bank syariah memiliki peran
dalam memilih mudharib yang memiliki kompetensi dan
integritas untuk mengelola modal dengan baik.

3. Pemberian Dana:

Bank syariah memberikan dana kepada mudharib
untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang telah disepakati.
Dana yang diberikan dapat berupa modal awal, modal
tambahan, atau pembiayaan dalam bentuk lain sesuai dengan
kebutuhan bisnis.

4. Monitoring dan Pengawasan:

Bank syariah memiliki kewajiban untuk melakukan
monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dana yang
diserahkan kepada mudharib. Hal ini dilakukan untuk
memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan perjanjian
dan prinsip syariah.Pengawasan dilakukan secara berkala
melalui laporan keuangan dan pertemuan antara bank syariah
dengan pihak yang menjalankan usaha.
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5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian:

Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi antara
bank syariah sebagai pemilik modal dan mudharib sesuai
dengan kesepakatan awal. Pembagian keuntungan biasanya
ditentukan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah
disepakati sebelumnya. Jika usaha mengalami kerugian, maka
kerugian tersebut ditanggung oleh bank syariah sebagai pemilik
modal, sementara mudharib tidak bertanggung jawab atas
kerugian tersebut selama tidak ada kesalahan yang disengaja
atau kelalaian yang dilakukan.

Melalui peran tersebut, bank syariah memofasilitasi
terjadinya pembiayaan mudharabah sebagai salah satu
instrumen  keuangan syariah yang membantu dalam
pengembangan usaha dan ekonomi berbasis prinsip keadilan
dan keberhasilan bersama.

1. Pembiayaan mudharabah

Skema mudharabah antara dua pihak yaitu shahibul
mal dan mudharib adalah mudharabah yang sejatinya
dipraktekkan nabi muhammad, sahabatnya, hal ini yang
tercatat pada kitab-kitab klasik figth. Berdasarkan skema
mudharabah yang demikian maka penyaluran dana langsung
diserahkan pada mudharib yang akan mengelola dana tersebut.
Skema mudharabah klasik ini tidak terdapat peran bank syariah
sebagai lembaga intermediasi antara nasabah  yang
berkelebihan dana dengan nasabah yang memerlukan dana.

Mudharabah klasik yang telah dijelaskan sebelumnya
menjadi tidak efektif diterapakan bank syariah, hal ini
dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pola kerja pada lembaga keuangan seperti bank syariah
adalah kerja yang kolektif (investasi kelompok) yang mana
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mereka tidak saling kenal dengan nasabah, sehingga
pembiayaan mudharabah klasik yang mengedapankan
personalisasi itu tidak dapat terwujud.

2. Investasi era sekarang banyak memerlukan dana yang besar,
apabila diterapkan pola mudharabah klasik maka akan
banyak shahibul mal untuk membiayai satu proyek tertentu

3. Masyarakat belum sepenuhnya taat pada ajaran Islam,
karena hal ini bank syariah menjadi sulit memperoleh
jaminan atas modalnya

Berdasarkan tiga hal sebelumnya, maka wulama
kontemporer melakukan ijtthad dan konsensus dengan
melakukan inovasi pada skema mudharabah klasik menjadi
mudharabah yang melibatkan tiga pihak, pihak yang lain ini
diperankan oleh bank syariah sebagai perantara bagi nasabah
yang memiliki kelebihan dana dan nasabah yang
membutuhkan dana.

2. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

a. Bank menikmati peningkatan bagi hasil saat keuntungan
nasabah meningkat

b. Bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi sesuai denan pendapatan
bank sehingga bank tidak akan mengalami negatif spread

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash
flow arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan
nasabah

d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang
halal, aman dan menguntungkan dan benar-benar terjadi

e. Prinsip bagi hasil berbeda dengan bunga fixed yang mana
bank akan menangih bunga tetap sebagai keuntungan meski
usaha nasabah sedang buruk
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Skema Pembiayaan Mudharabah

Bank syariah |q Nego dan akad b nasabah

1T als 1T

Menerima porsi laba pelaksanaan Menerima porsi laba

Menerima kembalian
modal

Membagi hasil usaha
Keuntungan sesuai nisbah

Kerugian tanpa kelalaian
ditanggung pemodal

Keterangan

2.

Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh
nasabah, maka pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi
kelayakan pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C
(Character , capacity, capital ,comitment dan collateral)

. Bank mengkontribusikan modal dan nasabah mulai

mengelola usaha yang disepakati

Hasil evaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan
kesepakatan, keuntungan akan dibagi sesuai porsi
kesepakatan, seandainya terjadi kerugian diluar kelalaian
nasabah maka akan menjadi kerugian pihak bank

. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-

masing

. Bank menerima pengembalian modal dari nasabah, jika

nasabah telah mengembalikan modal, selanjutnya usaha
menjadi milik nasabah.

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah

adalah sebagai berikut:
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1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku
pengelola modal harus diserahkan secara tunai, dan dapat
berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam
satuan uang, apabila modal diserahkan secara bertahap,
harus jelas tahapannya dan disepakati bersama

2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah
dapat diperhitungkan dengan cara, yakni: perhitungan dari
pendapatan proyek (revenue sharing) dan perhitungan dari
keuntungan proyek

3. Hasil usaha dibagi sesuai persetujuan dalam akad, pada
setiap bulan atau waktu disepakati, bank selaku pemilik
modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat
kelalaian pihak nasabah

4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap peketjaan,
namuk tidak berhak mencampur urusan peketjaan/ usaha
nasabah, dalam hal nasabah melakukan wanprestasi maka ia
harus dikenakan sanksi administrasi. Mufid (2018, 123-124)

3. Contoh perhitungan pembiayaan mudharabah

Andi menjalankan sebuah usaha toko sembako, lalu
mengajukan permohonan pada bank syariah sebesar Rp.

10.000.000,- dengan ketentuan nisbah 70% untuk pengelola

dan 30% untuk pemodal, setelah itu pada bulan pertama usaha

memperoleh keuntungan bersih Rp. 500.000,- karena hal itu
andi memperoleh Rp. 350.000,- dan bank syariah sebesar Rp.

150.000,- berdasarkan kesepakatan nisbah yang tertuang dalam

kontrak, untuk keuntungan pada bulan berikutnya maka

pembagian masih mengacu pada ketentuan nisbah.

4. Kriteria Penerima Pembiayaan Mudharabah

Bank syariah menjalankan pembiayaan dengan prinsip
mudharabah harus melakukan pengawasan yang ketat akan



117

penggunaan dana yang diberikan pada nasabah, harus

berdasarkan karakter dan standarisasi penyaluran dana. Subakti

(2019: 43) Penilaian nasabah harus dilakukan oleh bank syariah

agar dana diberikan menjadi tepat guna dan sasaran,

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

1. Safety, pembiayaan tersebut dapat dilunasi dengan benar

2. Tujuan pembiayaan tidak bertentangan dengan syariat
maupun undang-undang, serta juga memiliki maslahat umat

3. Profit, pembiayaan  mudharabah  yang  dilakukan
menghasilkan untung bagi pihak bank syariah dan nasabah.
Ascarya (2008: 69)

5. Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah

Bank syariah dalam menjalankan bisnisnya adalah
dengan cara pembiayaan sebagai salah satunya, namun hal itu
diberikan tidak tanpa alat penguat seperti yang dikenal dengan
jaminan. Hal ini merupakan cara bank syariah agar modal yang
disalurkan serta keuntungan yang diharapkan sebagaimana
tertulis dalam kontrak akan dapat diperoleh, jaminan
merupakan cara agar mudharib mengembalikan dana yang
telah disalurkan. Zulkifli. (2007: 177)

Menurut figih sendiri, jaminan bukan merupakan
tuntutan yang harus diserahkan nasabah, jaminan sendiri bisa
dari pihak nasabah sendiri maupun pihak ketiga yang
menjamin. Bank syariah meminta jaminan dengan pemikiran
bahwa hal itu untuk menegaskan bahwa dana yang telah
disalurkan akan dikembalikan nasabah, karena dana yang
terkumpul lalu disalurkan bank syariah adalah dana yang
dihimpun dari masyarakat.
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Telah  tertulis dalam fatwa No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dinyatakan
bahwa prinsipnya pada pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan sesuatu diluar
kontrak yang berujung pada wanprestasi, maka jaminan dapat
diminta oleh bank syariah, apabila terjadi wanprestasi
dikemudian hari maka jaminan mudharabah ini dapat dicairkan
untuk membayar tagihan nasabah.

Jaminan dari nasabah atau pihak ketiga akan
mengurangi  risiko-risiko  seperti  nasabah  bermaksud
menyalahgunakan dana yang disalurkan atau hanya
menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau dikenal
dengan moral hazard. Maka agar kinerja nasabah dapat
dipastikan dengan benar, biasanya jaminan diminta oleh bank
syariah serta menyatakan jenis jaminan kepada bank syariah.
Saed, (2004:80)

Adapun jenis jaminan tersebut dapat dibedakan menjadi 2

(dua) macam, yaitu

1. Jaminan perorangan

Jaminan yang tidak memberikan hak mendahului atas

benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan
lewat pihak yang menjamin pemenuhan perikatan yang
bersangkutan. Berdasarkan pasal 1820 KUHP jaminan
perorangan merupakan suatu persetujuan dimana pihak
ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk
memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi
perikatannya.

2. Jaminan kebendaan

Jaminan hak mutlak atas suatu benda, mempunyai

hubungan langsung atas benda tertentu, tidak berubah dan
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berciri kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang
memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang
dapat dipertahankan terhadap tiap orang.
Berdasarkan KUHPerdata hak akan kebendaan
dibedakan menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut:
a. Hak kebendaan yang memberikan jaminan (gadai, hipotik,
hak tanggungan dan fidusia)
b. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (hak milik dan
bezit). Naja. (2023: 20-21)
6. Problem Pada Mudharabah
a. Side streaming: nasabah menggunakan dana bukan bukan
seperti perjanjian dalam kontrak
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
c. Keuntungan yang disembunyikan oleh nasabah yang
berlaku curang. Al Hadi. (2017: 11)
7. Batasan Untuk Risiko Mudharabah
Pada pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak
dapat menyalurkan begitu saja dana hanya berdasarkan pada
kepercayaan, apabila semacam ini dilakukan maka berisiko
menghadapi masalah seperti moral hazard (perilaku mudharib
yang menguntungkan sebelah pihak) dan assymetric information
(minim informasi tentang usaha yang dijalankan mudharib).
Bank syariah dengan mempertimbangankan risiko-risiko yang
telah dijelaskan sebelumnya maka menetapkan formulasi batas
dalam penyaluran pembiayaan mudharabah, batasan tersebut
dikenal dengan istilah zucentive-compatible constraints, melalui
batasan ini maka mudharib “dipaksa” sistematis agar
berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi dua belah pihak.
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Pada dasarnya ada 4 panduan bagi zucentive-compatible

constraints, yaitu:

a. Persentase nilai jaminan lebih besar dari nilai pembiayaan

b. Usaha yang harus dijalankan nasabah memiliki level risiko
yang rendah

c. Usaha yang arus kasnya transfaran

d. Bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Karim (2009:
214)

8. Dampak sosial dan ekonomi pembiayaan mudharabah

Dampak sosial dan ekonomi antara pembiayaan
mudharabah dan pembiayaan konvensional dapat memberikan
wawasan  tentang bagaimana kedua sistem tersebut
mempengaruhi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.
Berikut adalah perbandingan dampak sosial dan ekonomi
antara keduanya:

Pembiayaan Mudharabah:
Dampak Sosial:

Pembiayaan mudharabah mendorong kewirausahaan
dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang
dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat
pengangguran. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah
memperkuat hubungan kemitraan antara pemilik modal
(investor) dan pengusaha, serta memberikan peluang bagi
masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses ke
modal usaha. Muhammad (2004: 80) Praktik mudharabah yang
sesuai dengan prinsip syariah juga dapat meningkatkan
kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
dalam usaha untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan
kebaikan sosial.

Dampak Ekonomi:
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Pembiayaan mudharabah memungkinkan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memfasilitasi
akses modal bagi sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi
namun kurang mendapat perhatian dari sektor keuangan
konvensional. ~ Model bagi hasil dalam  pembiayaan
mudharabah memberikan insentif bagi pengusaha untuk
mengelola usaha secara efisien dan menghasilkan keuntungan,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional
dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan
mudharabah juga mendukung diversifikasi ekonomi dengan
memperluas akses ke sumber modal bagi sektor-sektor non-
pertanian dan non-perminyakan, yang dapat mengurangi
ketergantungan pada sektor-sektor tersebut.

Pembiayaan Konvensional:
Dampak Sosial:

Pembiayaan konvensional dapat memberikan akses
modal yang lebih mudah bagi pelaku usaha yang telah mapan
atau memiliki jaminan yang cukup, namun mungkin tidak
memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang
memiliki keterbatasan akses ke jaminan atau memiliki risiko
usaha yang tinggi. Terdapat risiko overleverage (utang
berlebihan) di kalangan masyarakat yang dapat menyebabkan
masalah sosial seperti kebangkrutan pribadi, kemiskinan, atau

tekanan finansial yang berkepanjangan.

Dampak Ekonomi:

Pembiayaan konvensional cenderung memiliki biaya
bunga tetap yang harus dibayarkan oleh peminjam, yang dapat
membebani pengusaha terutama dalam periode ketidakpastian
ekonomi atau fluktuasi tingkat suku bunga. Sistem bunga tetap
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dalam pembiayaan konvensional mungkin mengurangi insentif

bagi pengusaha untuk berinovasi atau mengembangkan usaha

baru karena risiko keuangan yang lebih tinggi.

o 0 T B0

Hikmah Dari Akad Mudharabah

Derajat fakir yang terangkat dengan adanya modal
Mendapatkan pahala bagi pemilik modal

Dapat mengembangkan modal pemilik dana
Menghidupkan pertumbuhan ekonomi

Melahirkan pebisnis sukses dari masyarakat kecil. Mufid
(2018: 129-130)

10.Berakhirnya Mudharabah

Lazimnya akad mudharabah akan berakhir setelah

tujuannya dapat tercapai, namun sebelum tujuan mudharabah

tercapai, terkadang akad mudharabah dapat dikatakan berakhir

karena beberapa hal berikut:

1.

Tidak terpenuhi salah satu atau beberapa syarat
mudharabah. Apabila salah satu dari syarat mudharabah
tidak terpenuhi, maka pengelola yang telah terlanjur
mentasharrufkan modal atas izin pemiliknya maka berhak
mendapatkan upah. Jika dari usaha tersebut mendapatkan
keuntungan, maka hasilnya diperuntukkan bagi pemilik
modal. Namun apabila usaha memperoleh kerugian diluar
kelalaian pengelola usaha maka menjadi tanggungan pemilik
modal. Ketentuan yang demikian berlaku karena pengelola
tidak lebih hanya menjadi pekerja sewaan yang tidak wajib
menanggung kerugian.

. Mudharib dengan sengaja meninggalkan tugas yang menjadi

amanahnya dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan
tujuan akad. Apabila yang demikian terjadi maka pihak
pengelola modal yang bertanggung jawab atas kerugian
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3. Menurut jumhur ulama, mudharabah akan batal jika salah
satu dari para mitra akadnya meninggal dunia, apabila
shahibul mal yang meninggal maka mudharib tidak berhak
untuk melanjutkan mudharabah, namun jika tetap
melanjutkan mudharabah tanpa izin ahli waris maka
mudharib memanfaatkan sesuatu tanpa izin dan apabila
terjadi kerugian maka jadi tanggung jawab mudharib.
Sedangkan apabila mendapatkan keuntungan maka hasilnya
dibagi dua. Jika mudharabah telah batal (fasakh) namun
modal telah berbentuk barang dagangan maka kedua belah
pihak boleh menjual agar hasilnya dibagi.

4. Salah satu dari mitra akad kehilangan kecakapan untuk
mengelola, baik hilang ingatan maupun sebab-sebab yang
lain

5. Usaha vyang dijalankan mengalami kerugian dan
memungkinkan tejadi kegagalan dan dinyatakan dalam
status kepailitan, hal ini tetap dalam catatan bahwa kerugian
tidak  diakibatkan kelalaian dari pengelola  usaha.
Burhanuddin, (2009: 118-119)

Analisis Perbandingan Antara Pembiayaan Mudharabah
dengan Sistem Pembiayaan Konvensional

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu produk
keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah,
yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil antara pemilik
modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib).
Pembiayaan konvensional, di sisi lain, umumnya beroperasi
berdasarkan bunga atau imbalan tetap atas pinjaman yang
diberikan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai keunggulan
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dan kelemahan pembiayaan mudharabah dibandingkan dengan
pembiayaan konvensional:

Keunggulan Pembiayaan Mudharabah

Adil dan Berbasis Bagi Hasil:

Mudharabah ~ menawarkan  sistem  pembagian
keuntungan yang adil antara investor dan pengusaha, di mana
distribusi keuntungan didasarkan pada rasio yang disepakati,
mencerminkan kontribusi masing-masing pihak.

Mendorong Kewirausahaan:

Dengan adanya pembiayaan mudharabah, pengusaha
yang memiliki keterbatasan modal tetapi memiliki ide bisnis
yang potensial dapat mengembangkan usahanya tanpa harus
khawatir dengan beban bunga pinjaman yang tetap.
Pengelolaan Risiko:

Dalam pembiayaan mudharabah, risiko usaha dibagi
antara pemilik modal dan pengelola modal. Hal ini berbeda
dengan pembiayaan konvensional, di mana pengusaha
sepenuhnya menanggung risiko usaha selain risiko bunga
pinjaman.

Sesuai dengan Prinsip Syariah:

Mudharabah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah
yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan
maysir (spekulasi), menjadikannya pilihan yang sesuai bagi
mereka yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai
dengan keyakinan agama.

Kelemahan Pembiayaan Mudharabah
Pengawasan dan Kontrol:

Pemilik modal mungkin mengalami kesulitan dalam
mengawasi dan mengontrol bagaimana modalnya digunakan
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oleh pengelola modal, terutama dalam investasi besar atau
jangka panjang.
Pembagian Keuntungan:

Menemukan rasio pembagian keuntungan yang adil
dan memuaskan kedua belah pihak bisa menjadi tantangan.
Selain itu, dalam kondisi tertentu, pengelola modal mungkin
merasa kurang termotivasi jika persentase keuntungan yang
diterima dianggap tidak sebanding dengan usahanya.

Keterbatasan Pendanaan untuk Jenis Usaha Tertentu:

Bank syariah mungkin lebih selektif dalam memilih
proyek atau wusaha untuk dibiayai berdasarkan prinsip
mudharabah, memfokuskan pada usaha yang halal dan
menghindari usaha yang berkaitan dengan barang atau jasa
yang dilarang dalam Islam.

Kompleksitas dan Biaya Operasional:

Pembiayaan mudharabah mungkin  memerlukan
prosedur dan dokumentasi yang lebih kompleks dibandingkan
dengan pembiayaan konvensional, yang dapat meningkatkan
biaya operasional. Pembiayaan mudharabah di Indonesia
menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang perlu
diatasi untuk memaksimalkan potensinya dalam mendukung
pengembangan ekonomi dan inklusi keuangan. Bambang (4-5)

Beberapa tantangan dan hambatan utama meliputi:
1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran

Pemahaman  tentang Produk: Masih  terdapat
kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai prinsip dan
mekanisme pembiayaan mudharabah di kalangan pelaku usaha
dan masyarakat luas. Hal ini seringkali mengakibatkan
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keraguan untuk menggunakan produk pembiayaan berbasis
syariah.
2. Peraturan dan Regulasi

Kerumitan Regulasi: Regulasi yang kompleks dan
belum sepenuhnya mendukung dapat menjadi hambatan bagi
perkembangan pembiayaan mudharabah. Ini termasuk
kejelasan hukum yang kurang mengenai pelaksanaan kontrak
mudharabah dan penyelesaian sengketa.
3. Risiko dan Manajemen Risiko

Pembagian Risiko: Dalam mudharabah, risiko kerugian
ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal), sedangkan
keuntungan dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana
(mudharib). Pengelolaan risiko yang tidak memadai dapat
menyebabkan keraguan dalam penerapan mudharabah,
terutama dari sisi pemilik dana.
4. Ketersediaan Dana

Akses ke Dana: Lembaga keuangan syariah mungkin
menghadapi tantangan dalam mengumpulkan dana dari
investor untuk pembiayaan mudharabah karena kurangnya
kesadaran atau kepercayaan investor terhadap instrumen ini.
5. Kapasitas LLembaga Keuangan Syariah

Sumber Daya Manusia: Terdapat kekurangan sumber
daya manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam
pembiayaan mudharabah, yang mempengaruhi kualitas dan
inovasi dalam pengembangan produk.
0. Infrastruktur dan Teknologi

Pemanfaatan Teknologi: Lembaga keuangan syariah
perlu lebih memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan
efisiensi dan jangkauan pembiayaan mudharabah, termasuk
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melalui fintech syariah. Tantangan terkait infrastruktur
teknologi dan keamanan data masih menjadi hambatan.
7. Persaingan dengan Produk Konvensional

Persaingan Pasar: Pembiayaan mudharabah bersaing
dengan produk pembiayaan konvensional yang sudah lebih
dulu dikenal dan mungkin dianggap lebih menguntungkan atau
kurang berisiko oleh sebagian pelaku usaha dan masyarakat.
8. Persepsi dan Kepercayaan

Kepercayaan Masyarakat: Masih terdapat persepsi
negatif atau kesalahpahaman mengenai pembiayaan syariah,
termasuk mudharabah, yang dapat menghambat penerimaan
dan pertumbuhannya.

Strategi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi
komprehensif yang melibatkan perbaikan regulasi dan
kebijakan,  peningkatan  literasi =~ keuangan  syariah,
pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi, serta
upaya meningkatkan kepercayaan dan kesadaran publik
mengenai manfaat pembiayaan mudharabah. Penguatan
kerjasama antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan
syariah, dan pemangku kepentingan lainnya juga penting untuk
menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan
pembiayaan mudharabah di Indonesia.

strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan
pembiayaan mudharabah di Indonesia:
Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang prinsip-
prinsip dan manfaat pembiayaan mudharabah perlu menjadi
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prioritas. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi dan
pendidikan finansial yang menyeluruh, baik oleh pemerintah,
lembaga keuangan syariah, maupun organisasi masyarakat sipil.
Perbaikan Regulasi dan Kebijakan:

Pemerintah perlu melakukan perbaikan regulasi dan
kebijakan yang mendukung perkembangan pembiayaan
mudharabah, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan,
peningkatan kejelasan hukum, dan pengembangan insentif
fiskal yang memadai bagi lembaga keuangan syariah.
Peningkatan Infrastruktur Keuangan Syariah:

Diperlukan peningkatan infrastruktur keuangan syariah
yang meliputi jaringan lembaga keuangan syariah, teknologi
informasi dan komunikasi (TIK), serta sistem pembayaran
yang dapat mendukung pengembangan dan pertumbuhan
pembiayaan mudharabah.

Peningkatan Kapasitas Institusi Keuangan Syariah:

Diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga
keuangan syariah, termasuk bank syariah, koperasi syariah, dan
lembaga keuangan mikro syariah (BMT), dalam hal
manajemen risiko, pengelolaan dana, inovasi produk, dan
layanan pelanggan.

Pengembangan Produk dan Layanan Inovatif:

Perlu dilakukan pengembangan produk dan layanan
pembiayaan mudharabah yang inovatif dan sesuai dengan
kebutuhan pasar, termasuk pembiayaan untuk sektor-sektor
prioritas seperti pertanian, industri kreatif, teknologi, dan
infrastruktur.

Penguatan Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Keuangan
Syariah, dan Pihak Swasta:
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Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan
syariah, dan pihak swasta perlu diperkuat untuk mendukung
pengembangan pembiayaan mudharabah. Ini termasuk
kolaborasi dalam hal promosi, pendanaan, riset dan
pengembangan, serta pengembangan kapasitas sumber daya
manusia.

Peningkatan Aksesibilitas:

Perlu ditingkatkan aksesibilitas pembiayaan
mudharabah bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan
dan perkotaan yang terpencil, dengan memperluas jaringan
layanan keuangan syariah dan memanfaatkan teknologi
finansial (fintech) untuk mendukung inklusi keuangan.
Penguatan Pengawasan dan Pengendalian:

Pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap
praktik dan transparansi pengelolaan dana dalam pembiayaan
mudharabah perlu diperkuat, baik oleh regulator maupun oleh
lembaga keuangan syariah sendiri, untuk menjaga kepercayaan
masyarakat dan stabilitas sistem keuangan syariah. Dengan
menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan
berkelanjutan, diharapkan pembiayaan mudharabah di
Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi
yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan.

pembiayaan mudharabah di Indonesia yang sukses
dijalankan:
1. Koperasi Syariah Tijarah Ummat (KSTU):
KSTU adalah salah satu koperasi syariah di
Indonesia yang sukses dalam menerapkan model
pembiayaan  mudharabah. KSTU  memberikan



130

pembiayaan kepada anggotanya untuk berbagai
keperluan, mulai dari modal usaha hingga pembiayaan
konsumen, dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan
skema mudharabah. KSTU berhasil membangun
kemitraan yang kuat antara pemilik modal (anggota
koperasi) dan pengelola modal (koperasi) dalam
pengelolaan dana secara efisien.

Bank Syariah Mandiri (BSM):

Sebagai salah satu bank syariah terbesar di
Indonesia, BSM telah berhasil mengembangkan
berbagai produk pembiayaan mudharabah yang
berhasil. BSM menyediakan pembiayaan mudharabah
untuk berbagai sektor, termasuk pertanian, mikro dan
kecil menengah (UMKM), properti, dan industri
manufaktur. Keberhasilan BSM dalam menerapkan
pembiayaan mudharabah telah membantu memperluas
akses modal bagi pelaku usaha di berbagai sektor
ekonomi.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk:

Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan
bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada
tahun 1991. Bank Muamalat telah sukses dalam
mengembangkan produk pembiayaan mudharabah
yang berkualitas dan inovatif. Bank Muamalat
menyediakan pembiayaan mudharabah untuk berbagai
kebutuhan, termasuk pembiayaan modal usaha,
pembiayaan konsumen, dan pembiayaan properti.
Keberhasilan Bank Muamalat dalam menerapkan
pembiayaan mudharabah telah memperkuat posisinya
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sebagai salah satu bank syariah terkemuka di
Indonesia.
4. Koperasi Syariah Baitul Maal Wattamwil (BMT):

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah
yang memiliki peran penting dalam menyediakan
pembiayaan mudharabah bagi masyarakat, terutama di
daerah pedesaan dan perkotaan yang sulit dijangkau
oleh lembaga keuangan konvensional. BMT berhasil
membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat
dalam penyediaan pembiayaan mudharabah untuk
berbagai keperluan, seperti usaha mikro, pertanian, dan

perdagangan.
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BAB 7
JENIS-JENIS RASIO KEUANGAN
Oleh: Dinah Husniah, S.E., M.Ak

A. Pendahuluan

Seperti yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu,
sebagai bentuk pertanggung jawaban sebuah perusahaan, maka
setiap perusahaan berkewajiban untuk membuat laporan
keuangan yang transparan dan akuntabel, laporan keuangan
berisi informasi mengenai keadaan perusahaan pada periode
tertentu. Beberapa bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan
oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Laba-Rugi
3. Laporan Arus kas (CashFlow)

Neraca merupakan kepemilikan atau posisi asset yang
merupakan gambaran kekayaan dan kondisi keuangan
Perusahaan. Laporan laba rugi, yakni bagian dari laporan
keuangan suatu bisnis pada satu periode akuntansi yang
menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan biaya perusahaan
schingga menghasilkan laba/rugi bersih. Terakhir, Cash flow
merupakan laporan masuk dan keluarnya uang tunai sebuah
bisnis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu
bisnis.(LLDikti, 2022)

Laporan keuangan merupakan sumber informasi
(znpui) yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan bagi manajemen (infernal) dan pihak lain (eksternal)
yang berkepantingan seperti halnya para investor maupun
calon investor. Beberapa analisis laporan keuangan dibutuhkan
agar memperoleh informasi (Output) mengenai profitabilitas,
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likuiditas, aktivitas dan solvabilitas untuk memprediksi
prospek dan risiko Perusahaan pada masa yang akan datang.
Hal ini akan mempengaruhi harapan investor dan nilai
Perusahaan pada masa mendatang. Berikut contoh laporan
keuangan yang digunakan sebagai dasar contoh perhitungan
analisis rasio-rasio selanjutnya.

Laporan Laba Rugi
PT XYZ

2022 2021 2020

Penjualan

250,000 | 260,000 | 235,000

kok penjual
Harga Pokok penjualan 100,000 90,000 | 85,000

150,000 | 170,000 | 150,000

Biya penjualan, umum dan |50 5 | 45 000 | 45,000
administrasi

Laba operasional 112,000 | 125,000 | 105,000

Pendapatan lain-lain 4,500 4,000 3,000
Laba sebelum pajak dan

bunga 116,500 | 129,000 | 108,000
Bunga 25,000 | 35,000 [ 36,500
Laba sebelum pajak 91,500 | 94,000 | 71,500
Pajak pendapatan 3,500 4,000 3,500

Laba bersih 88,000 | 90,000 | 68,000
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PT XYZ
2022 2021 2020
Aktiva
Aktiva Lancar
Kas Dan Surat Berharga 15,000 17,000 16,000
Piutang Dagang 60,000 | 55,000 [ 65,000
Persediaan 25,000 | 22,000 [ 24,000
Biaya Dibayar Dimuka 2,000 3,000 2,000
Total Aktiva Lancar 102,000 [ 97,000 107,000
Aktiva  Jangka  Panjang
(Tetap)
Bangunan Dan Peralatan 100,000 | 90,000 [ 80,000
Akumulasi Depresiasi 10,000 9,000 8,000
Aktiva Lainnya 5,000 6,000 7,000
Total — Aktiva - Jangka | o5 100 | 7000 | 79,000
Panjang (Tetap)
Total Aktiva 197,000 184,000 | 186,000
Utang Dan Modal Saham
Utang Lancar
Utang Dagang 5,000 8,000 9,000
Utang Jangka Pendek 10,000 [ 11,000 9,000
Utang Lain-Lain 2,000 3,000 5,000
Total Utang Lancar 17,000 | 22,000 | 23,000
Utang Jangka Panjang
Utang Jangka Panjang 25,000 24,000 25,000
Utang Sewa 20,000 | 15,000 | 19,000
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Utang Pajak 5,000 4,000 6,000
Utang Lainnya 12,000 | 10,000 | 10,000
Total  Utang  Jangka

) 62,000 53,000 60,000
Panjang

Modal / Ekuitas

Modal Saham 30,000 | 19,000 [ 35,000
Laba Ditahan 88,000 | 90,000 [ 68,000
Total Modal 118,000

109,000 [ 103,000

Total Passi 1
otal Passiva 97,000 184,000 | 186,000

Sebagian besar perusahaan go public berorientasi pada
profit. Laju kegiatan operasional menjadi dasar tercapainya
profit yang dinginkan. Semakin stabil laju kegiatan operasional
sebuah Perusahaan, maka semakin schat pula keadaan
keuangan sebuah perusahaan tersebut. Keadaan keuangan
yang schat menjadi kekuatan perusahaan untuk bersaing
dengan para kompetitor.

B. Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan proses membandingkan
angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan yang
diterbitkan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan informasi
yang dibutuhkan. Setiap angka dilaporan keuangan berisikan
informasi mentah mengenai keadaan perusahaan tersebut.
Dibutuhkan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi
trend-trend tertentu dalam beberapa tahun terakhir, trend

inilah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan.
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Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan
komponen lainnya dalam satu periode maupun beberapa
periode(Kasmir, 2019).

C. Tujuan Penggunaan Rasio Keuangan

Analisis rasio digunakan secara khusus untuk investor dan
kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atau
penyaluran dananya. Ketika menjelaskan rasio, biasanya timbul
pertanyaan berapa angka rasio yang standar ? menganalisis
rasio akan lebih mudah apabila terdapat pembandingnya.
Untuk memperoleh pembanding dapat dilakukan dengan
beberapa cara, yaitu :
a) Masa lalu, nilai periode-periode sebelumnya
b) Sasaran, nilai pada anggaran
¢) Rata-rata industri, nilai rasio pada industri sejenis
d) Perusahaan yang dijadikan benchmark

Menurut Prihadi (2019) setiap rasio diciptakan untuk

menganalisis nilai tertentu, sehingga sebuah rasio tidak bisa
memenuhi semua kebutuhan. Dalam kondisi tertentu para
investor dan kreditur akan memilih beberapa rasio yang dapat
mencerminkan informasi mengenai keadaan perusahaan
tujuan. Tidak ada keseragaman mengenai penggunaan rasio,
setiap analis berhak menentukan rasio yang menurutnya dapat
membawa pada keputusan yang tepat. Namun pada kondisi
tertentu kreditor memiliki standar rasio yang ditetapkan,
misalnya maksimul perbandingan utang terhadap modal. Pihak
kreditor akan lebih memperhatikan nilai utang, arus kas dan
bunga. Sementara dari sisi investor akan lebih memperhatikan
labanya. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh seorang analis
agar pemilihan dan penggunaan rasio bisa lebih efektif.
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D. Analisis Rasio

Laporan keuangan perusahaan berisi informasi yang
dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, namun
pada dasarnya laporan keuangan hanya berupa angka-angka
yang bagi sebagian kalangan dibutuhkan analisis rasio untuk
mengestimasi dan memprediksi hal yang paling mungkin
mengenai kondisi dan kinerja perusahaan atau badan usaha
pada masa mendatang. Hasil analisis dapat memproyeksikan
keadaan sebuah perusahaan baik dari segi kinerja, kekuatan
dan kelemahan serta strategi yang dibutuhkan sebagai dasar
pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka
Panjang. Rasio keuangan dapat menjadi indikasi sebuah
perusahaan apakah perusahaan tersebut memiliki struktur
modal yang sehat, pengelolaan hutang yang baik, kas yang
cukup, manajemen persediaan dan perputaran penjualan yang
efisien sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Pada
dasarnya ada lima kategori rasio, dan terdapat beberapa jenis
rasio dalam satu kategori, yaitu :
I. Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2019) Rasio likuiditas merupakan
rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa mudah sebuah
asset dicairkan pada suatu perusahaan. rasio ini mengukur
kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban jangka
pendeknya dengan jaminan asset yang dimiliki. Informasi
mengenai kekayaan dan kewajiban perusahaan dapat diperoleh
melalui laporan posisi keuangannya (Neraca). Untuk menilai
likud tidaknya sebuah perusahaan dibutuhkan hasil
perbandingan nilai kewajiban dan aset dalam neraca pada
beberapa periode waktu. Jenis-jenis rasio likuiditas adalah

sebagai berikut:
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1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar atau current ratio menurut Kasmir (2019)
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka
pendek yang segera jatuh tempo kurang dari satu tahun.
Dengan kata lain, rasio ini melihat seberapa besar aset lancar
yang tersedia untuk menjamin kewajiban jangka pendek yang
segera jatuh tempo. Rumus untuk mencari rasio lancar atau
current ratio yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 13.1 : Analisis rasio lancar (current ratio)

Rumus 2022 | 2021 | 2020

Rasio Lancar Aktiva Lancar 102 97 107

= Utang Lancar 17 22 23

Hasil analisis 6.00 | 441 | 4.65

Dapat dilihat pada tabel diatas PT xzy selama tiga
tahun berturut-turut mengalami penurunan dan peningkatan
nilai rasio likuditasnya. Hasil analisis diatas dapat
diinterpretasikan sebagai setiap 1 utang dijamin dengan 6,0
aktiva lancarnya pada tahun 2022 berbeda dengan tahun
sebelumnya PT xyz hanya mampu menjamin 1 utangnya
dengan 4.41 aktiva lancarnya.

2. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat (Quick Ratio) menurut Kasmir (2019)
merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan
perusahaan untuk membayar utang yang segera jatuh tempo
kurang dari satu tahun atau biasa disebut kewajiban lancar.
Berbeda dengan Rasio Lancar (Current Ratio) yang menjamin
kewajiban jangka pendeknya dengan semua aktiva lancarnya,
rasio cepat (quick ratio) mengabaikan nilai sediaan, dengan cara
dikurangi dari total aset lancar. Persediaan dianggap kurang
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likuid, artinya persediaan memerlukan proses panjang untuk
divangkan. Persediaan juga dianggap memiliki nilai yang
fluktuatif pada kondisi tertentu. Rumus untuk mencari rasio
cepat (quick ratio) adalah sebagai berikut:

Tabel 13.2 : Analisis rasio cepat (quick ratio)

Rumus 2022 | 2021 | 2020
) Aktiva Lancar - 102 - 97 - 107 -
Rasio Persediaan 25 22 24
Cepat =
Utang Lancar 17 22 23
Hasil analisis 4.53 3.41 3.61

Sama seperti halnya rasio lancar, pada tabel rasio cepat
dapat dilihat nilai hasil analisis selama tiga tahun berturut-turut
mengalami penurunan dan peningkatan, nilai tersebut dapat
diinterpretasikan bahwa setiap 1 utang pada tahun 2022
dijamin dengan 4,53 aset lancarnya. Sedangkan jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021, 1 utang hanya
dijaminkan dengan 3,41 aset lancar. Sedikit lebih tinggi pada
tahun 2020 yang menjamin utangnya dengan 3.61 aset
lancarnya.

Rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar dan rasio
cepat tidak memiliki standar yang pasti mengenai penetapan
nilai rasio yang baik. Menurut Mamduh (2018) rasio likuditas
yang normal berkisar pada angka 2. Akan tetapi dengan
mengacu pada perbandingan nilai diatas, dapat dilihat bahwa
nilai rasio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva
lancar yang mencerminkan kurang efektifnya perputaran asset
lancarnya. Begitu pula sebaliknya bahwa nilai rasio yang
rendah menunjukkan resiko likuiditas yang tinggi.
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I1. Rasio Solvabilitas

Menurut Mamduh (2018) rasio solvabilitas mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-
kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak so/vable
adalah  Perusahaan yang total wutangnya lebih besar
dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur
likiuditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian
memfokuskan pada sisi kanan neraca. Ada beberapa macam
rasio yang bisa digunakan untuk menghitung nilai rasio
solvabilitas, yaitu sebagai berikut :

1. Debt to Asset Ratio (DAR)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang dengan
sejumlah aktiva yang dimiliki. Dengan kata lain, seberapa besar
aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar
utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva
(Kasmir, 2019). Apabila rasio tinggi, artinya pendanaan dengan
utang semakin banyak, maka semakin sulit perusahaan untuk
memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan
perusahaan tadi tidak mampu membayar utang-utangnya
dengan asset yang dimilikinya, demikian pula sebaliknya
(Lumantow & Karuntu, 2022). Standar pengukuran untuk
menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-
rata industri yang sejenis. Rumus untuk menghitung Debt to
Asset Ratio DAR) adalah sebagai berikut :

Tabel 13.3 : Analisis Debt to Asset Ratio (DAR)

Rumus 2022 2021 2020
17 + 22 + 23 +
Rasio Total Utang X @ 53 60
DAR = 1A 1009
Total Aset © o7 [ 184 | 186
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Hasil analisis \ 0.40 \ 0.41 | 0.45

Pada tabel diatas, hasil analisis rasio total utang
terthadap total asset pada PT xyz selama tiga tahun berturut-
turut (2020-2022) mengalami penurunan yang tidak terlalu
signifikan berkisar antara 0.45-0.40. perbedaan nilai rasio DAR
setiap tahunnya tidak jauh berubah. Nilai tersebut dapat
diinterpretasikan sebagai setiap 0.45 utang perusahaan
dijaminkan dengan 1 asetnya pada tahun 2020 Atau 45% dana
dari kreditor berpengaruh pada pengelolaan aktiva perusahaan.
2. Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ini mengukur sejauh mana penggunaan dana
pinjaman yang diperoleh dari kreditor, hal ini bertujuan untuk
meningkatkan laba sebuah Perusahaan. Kondisi ini sering
dikenal dengan financial leverage yaitu penggunaan sumber dana
yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan
memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada
beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang
tersedia bagi pemegang saham (Sunaryo S.MB., 2018). Rasio
utang yang besar menunjukkan banyaknya aset yang dibiayai
oleh kreditor (Rahmawati & Hadian, 2022). Rumus untuk
menghitung Debt to Equity Ratio DER) adalah sebagai berikut :
Tabel 13.4 : Analisis Debt to Equityt Ratio (DER)

Rumus 2022 2021 2020
17 + 22 + 23 +

Rasio DER ~ Total Utang X 2 53 60
= Total Ekuitas 100% 118 109 103
Hasil analisis 0.67 0.69 0.81

Jika dilihat pada hasil analisis diatas, pada tahun 2022

PT xyz menggunakan dana kreditor sebesar 67% dari total
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modalnya. Dengan kata lain perbandingan antara total modal
pemilik dan modal dari kreditor adalah sebesar 3:7, artinya
modal pemilik PT xyz hanya sebesar 33% dari 100% modal
pada perusahaannya.
3. Rasio Times Interest Earned (T1E)

Menurut J. Fred Weston (2007), Time Interest Earned
(TIE) merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan
bunga . Rasio ini diartikan oleh James C Van Horne (James C.
Van Horne & John M.Wachowicz, 2010) juga sebagai
kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Dapat
dikatakan rasio ini menghitung seberapa besar laba sebelum
bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap
bunga. Rasio Time Interest Earned (T1E) dapat dihitung
menggunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 13.5 : Rasio Times Interest Earned (T1E)

Rumus 2022 | 2021 | 2020
Rasio TIE EBIT X 116,5 129 108
= ~ Bunga  100% | 25 35 36,5

Hasil analisis 466 | 3.69 | 296

Hasil analisis Rasio Times Interest Earned (TIE) dapat
diinterpretasikan bahwa laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)
pada tahun 2022 sebesar 4,66 kali dari beban bunga. Jika
dibandingkan dengan rasio dua tahun sebelumnya yaitu 2021
dan 2020 dapat dilihat pada tabel diatas mengalami penurunan
yang cukup signifikan. Artinya pada tahun 2021 dan 2020 laba
sebelum bunga dan pajak PT xyz sebesar 2.96-3,96 kali dari
beban bunganya.

Dari ketiga rasio diatas dapat disimpulkan bahwa PT
XYZ merupakan perusahaan yang solvable yaitu perusahaan
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mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar
semua hutang-hutangnya jika dilihat dari informasi
keuangannya selama tiga tahun terakhir.

ITI. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada
pada sebuah perusahaan. Diantaranya seperti persediaan,
piutang, penjualan dan yang lainnya(Ida Zuliyanti et al., 2022) .
Menurut Gibran & Armansyah (2023) Persediaan termasuk
bagian modal kerja yang sangat penting bagi perusahaan.
Tingkat perputaran persediaan juga sangat bergantung pada
penjualan yang dilakukan perusahaan. Dimana persediaan
sendiri diartikan sebagai barang-barang yang dimiliki
perusahaan dan kedepannya penjualannya dilakukan kepada
pelanggan. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan
untuk melihat aktivitas aktiva-aktiva pada tingkat kegiatan
tertentu. Yaitu :
1. Rasio Rata-rata Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu umur piutang yang
diperlukan untuk dilunasi, dalam kata lain waktu untuk piutang
berubah menjadi kas. Semakin lama rata-rata piutang berarti
semakin besar dana yang tertanam pada piutang. Rumus yang
digunakan untuk menghitung Rata-rata umur piutang adalah
sebagai berikut :
Tabel 13.6 : Rasio Rata-rata Umur Piutang

Rumus 2022 2021 2020

Perputaran Penjualan 250 260 235

Piutang = Piutang 60 55 65




145

Hasil analisis 4.17 473 3.62
Rata-rata Piutang 60 55 65
Umur .

Piutang = Penjualan/365 | 550/365 | 260/365 | 235/365

Hasil analisis 87.6 77.21 100.95

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa
piutang PT xyz dalam setahun berputar sebanyak 4,17 kali dan
diperlukan waktu 87,6 hari dari piutang untuk menjadi kas
pada tahun 2022. Tahun 2021 mengalami perputaran piutang
yang lebih tinggi yaitu sebanyak 4,73 kali dengan waktu 77 hari
agar persediaan menjadi kas. jika dibandingkan dengan tahun
2020 yang berputar sebanyak 3,62 kali dalam setahun yang
diperlukan waktu 100,9 hari dari piutang untuk menjadi kas.

2. Rasio Perputaran Persediaan

Menurut Mamduh (2018) Rasio ini mengukur rata-rata
persediaan berputar selama satu tahun. Rasio ini juga
mengukur lamanya perubahan persediaan untuk menjadi kas.
Perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan semakin
tingginya persediaan berputar dalam satu tahun hal ini
menandakan tingkat efektivitas manajemen persediaan.
Sebaliknya jika perputaran persediaan rendah  maka
menandakan adanya ketidak efektifan dalam manajemen
persediaan. Di dalam menganalisis efektifitas persediaan
terdapat beberapa masalah yang perlu diketahui. Pertama,
penjualan dilakukan menurut harga pasar. Kedua, penjualan
terjadi sepanjang periode (tahun dan sebagainya), sedangkan
persediaan menunjukkan posisi pada suatu tanggal tertentu
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(Hidayat, 2018). Rumus yang digunakan dalam menghitung

rasio perputaran persediaan adalah sebagai berikut :

Tabel 13.7 : Rasio Perputaran Persediaan

Rumus 2022 2021 2020
Perputaran HPP 100 90 85
Persediaan = Persediaan 25 22 24
Hasil analisis 4.00 4.09 3.54
Rata-rata Umur Persediaan 2 22 24
fan = — | 100 90 85
Persediaan = HPP/365 365/ 365/ 365/
Hasil analisis 91.25 89.22 103.06

Angka pada tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa
persediaan berputar sebanyak 4 kali dalam setahun pada tiga
tahun berturut-turut perputaran persediaan PT xyz berkisar
antara 3,5 — 4,09 dalam setahun. Dimana lamanya waktu untuk
persediaan menjadi kas berkisar antara 89 — 103 hari. Pada
tahun 2021 menjadi titik efisiensi persediaan yang tinggi yaitu
pada angka 4,09 kali persediaan berputar dalam tahun tersebut.
Dengan waktu yang sedikit lebih cepat jika dibandingkan
dengan tahun-tahun yang lain yaitu selama 89,22 hari yang
dibutuhkan persediaan untuk menjadi kas pada PT xyz.

3. Rasio Perputaran Aktiva tetap

Rasio ini berguna untuk mengukur sejauh mana
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan
berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini
mempetrlihatkan  sejauh  mana  efektifitas  perusahaan
menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti
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semakin efektif penggunaan aktiva tetap tersebut. Pada
beberapa industry yang memiliki aktiva tetap yang tinggi, rasio
ini cukup penting untuk diperhatikan. Sebaliknya bila pada
industry jasa dimana proporsi aktiva tetapnya cenderung tidak
terlalu tinggi, rasio ini relative tidak begitu penting untuk
diperhatikan. Rumus untuk menghitung rasio perputaran
aktiva tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 13.8 : Rasio Perputaran Aktiva Tetap

Rumus 2022 2021 2020

. Penjualan | 250,000 | 260,000 | 235,000
Perputaran Aktiva

_ Akt
Tetap = t t“; 95,000 | 87,000 | 79,000
cta

Hasil analisis 2.63 2.99 2.97

Nilai hasil analisis diatas dapat diinterpretasikan bahwa PT
xyz mengahasilkan penjualan dengan memanfaatkan aktiva
tetapnya adalah sebesar 2,97 kali dalam satu tahun ditahun
2020.

IV. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan sebuah alat yang
digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam
menghasilkan laba (keuntungan) pada tingkat penjualan, asset
dan modal saham tertentu. Rasio ini juga menunjukkan
gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan
dalam menghasilkan laba. Rasio ini sebagai ukuran apakah
pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat
pengembalian yang pantas atas investasinya (Hidayat, 2018).
Ada tiga jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai

profitabilitas, antara lain yaitu :
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1. Profit Margin

Rasio profit margin menghitung sejauh mana
kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat
penjualan tertentu. Rasio ini dapat diinterpretasikan sebagai
kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biaya di sebuah
perusahaan pada periode tertentu (Mamduh M.Hanafi &

Abdul Halim, 2018) Rumus untuk menghitung profit margin

adalah sebagai berikut :
Tabel 13.9 : Rasio Profit Margin
Rumus 2022 2021 2020
Lab
Profit Margin a fl 88,000 90,000 68,000
Bersih
= “Pentualan 250,000 | 260,000 | 235,000
enjualan
Hasil analisis 0.35 0.35 0.29

Diketahui dari asumsi perhitungan diatas, net profit
margin tahun 2022 dan 2021 sebesar 35% artinya laba bersih
yang diperoleh pada tahun tersebut adalah 35% sedangkan
65% digunakan untuk biaya operasional termasuk biaya
lainnya.

2. Return On Asset (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu
(Mamduh M.Hanafi & Abdul Halim, 2018). Rumus untuk
menghitung Rezurm On Asset (ROA) adalah sebagai berikut :

Tabel 13.10 : Rasio Return On Asset (ROA)

Rumus 2022 2021 2020
ROA. _LabaBersih 88,000 | 90,000 | 68,000
Total Aktiva 197,000 | 184,000 | 186,000

Hasil analisis 0.45 0.49 0.37
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Pada tahun 2022 PT xyz mampu menghasilkan laba
bersih (Net Income) sebesar 0,45 atau 45% dari total aset yang
dimiliki perusahaan. Hal ini berarti bahwa setiap satu rupiah
dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar
0,45.

3. Return On Equity (ROE)

Menurut Mamduh (2018) Rasio ini mampu mengukur
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan
modal saham tertetentu. Rasioini merupakan ukuran
profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rumus
untuk menghitung Rezurn On Egquity (ROE) adalah sebagai
berikut :

Tabel 13.11 : Rasio Return On Equity (ROE)

Rumus 2022 2021 2020
ROA Laba Bersih 88,000 | 90,000 | 68,000
Modal Saham 30,000 | 19,000 | 35,000

2.93 474 1.94

PT xyz mampu menghasilkan laba bersih (Net Income)
tertinggi sebesar 4,74 dari total ckuitas yang dimiliki
perusahaan. Hal ini berarti bahwa setiap satu rupiah dari
ekuitas perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar
4.,47.
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